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		  iii

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien sangat 
membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yang 
dikelola dengan baik serta sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Ironisnya fakta, pengelolaan barang 
milik daerah (BMD) saat ini semakin berkembang, semakin kompleks 
namun belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Kebutuhan sistem aplikasi pengelolaan BMD yang andal, dirasa 
sangat mendesak karena merupakan salah satu faktor penting yang 
harus didorong lebih maju secara terus-menerus menuju ke arah 
tertib administrasi sehingga tercipta efektivitas, efisiensi, transparansi 
dan akuntabilitas sebagaimana diharapkan bersama. Sistem yang andal 
akan menghasilkan solusi tuntas terhadap sejumlah permasalahan utama 
pada pengelolaan BMD yang ada di pemerintah daerah. Di samping 
itu sistem tersebut harus mampu beradaptasi dengan perkembangan 
zaman. Saat ini kita telah memasuki era industri 4.0 dan tidak lama 
lagi diprediksi akan memasuki era industri 5.0. Selain itu dengan situasi 
pandemi Covid-19 saat ini, memaksa siapa pun sedapat mungkin 
bekerja dengan teknologi/sistem informasi berbasis internet. Di samping 
itu pemerintah daerah juga harus mampu mengantisipasi persoalan 
yang akan timbul jauh ke depan di lingkungan pekerjaan yang serba 
online-real time dan terintegrasi antarsatu sistem dengan yang lain di 
sektor mana pun.
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iv	 Panduan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Barang E-KEUDA

Sistem aplikasi SIMBADA 2020 merupakan inti dari Sistem Informasi 
Pengelolaan BMD yang baru saja selesai dilakukan pengembangan, 
yang merupakan lanjutan dari versi sebelumnya SIMBADA 2017. Sistem 
tersebut saat ini telah ditingkatkan sedemikian rupa sehingga dapat 
menjadi alternatif solusi yang relevan atas persoalan pada lingkungan 
pengelolaan BMD. Dalam penerapan sistem, pasti diperlukan pelatihan 
pengoperasiannya terlebih dahulu, karena itu pada kesempatan ini kami 
susun buku panduan Teknis untuk penggunaan dalam pengoperasian 
sistem.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
mendukung terbitnya buku ini. Semoga dengan adanya buku ini akan 
dapat menambah pengetahuan dan keterampilan di dalam pengoperasian 
SIMBADA 2020 khususnya dan sistem pengelolaan BMD umumnya. Kami 
menyadari buku ini sangat banyak kekurangannya sehingga memerlukan 
perbaikan lebih lanjut, untuk itu saran perbaikan penyempurnaan buku 
ini sangat kami harapkan.

Bandung, September 2020
Penulis

Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak, Ak, CA.
Ir. Pebriansjah
Novidarta, S.E.
Yudi Prihanto, S.E.
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		  1

BAB I

A.	Pendahuluan
Secara umum penerapan sistem/teknologi informasi di lingkungan 

pemerintah daerah belum cukup memadai, yaitu banyak menghadapi 
persoalan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Dalam menyikapi 
itu pemerintah daerah perlu membuat kebijakan agar menghasilkan 
solusi yang memuaskan termasuk di sektor pengelolaan keuangan 
dan aset daerah yang tentunya sangat strategis. Pengelolaan BMD 
di mana pun akan selalu didorong ke arah tertib administrasi agar 
menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel 
karena itu diperlukan dukungan sistem yang andal, komprehensif, dan 
masif. Dukungan komprehensif sistem/teknologi informasi terhadap 
proses bisnis pengelolaan BMD setidaknya diterapkan pada kegiatan 
pembukuan, inventarisasi, perencanaan dan pelaporan.

Sistem aplikasi web SIMBADA versi 2020 di dalam buku ini yang 
selanjutnya disebut sistem informasi pengelolaan barang milik daerah 
(BMD) adalah sistem yang bersifat komprehensif, berskala besar, dan 
online real time. Sistem ini dirancang berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

Pengelolaan Barang 
Milik Daerah
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2	 Panduan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Barang E-KEUDA

108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah. Di samping itu, sistem ini merupakan hasil pengembangan 
lanjutan dari versi sebelumnya, yaitu SIMBADA versi 2017 yang disusun 
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
yang bernaung dan berjalan pada platform Windows Server dengan 
script ASP (Active Server Page) di sisi server. Fokus bahasan buku ini 
adalah seputar permasalahan sistem informasi pengelolaan barang milik 
daerah dengan penerapan aplikasi sistem/teknologi informasi berbasis 
sistem web aplikasi SIMBADA versi 2020. 

Sistem harus dikembangkan setidaknya untuk mendukung proses 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD. Namun, di dalam sistem 
ini proses bisnis tidak hanya sebatas ketiga proses tersebut di atas akan 
tetapi ditambah juga dengan proses perencanaan, yaitu mendukung 
proses perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMD. 

Sistem ini diperlukan oleh pengurus barang di SKPD/unit kerja dalam 
rangka pembukuan BMD. Oleh petugas penatausahaan BMD, pengguna 
dan pengelola BMD sekaligus yang tentunya dengan batasan-batasan 
akses yang diatur pada fitur hak akses di dalam sistem sesuai dengan 
tugas dan fungsinya masing-masing. 

Pengelompokan utama pengguna dibagi dua yaitu pada kelompok 
pengguna tingkat pemerintah daerah agar mampu mengakses data 
keseluruhan SKPD dan dilakukan oleh kantor/bagian/bidang aset. 
Sedangkan pada tingkatan SKPD pengguna hanya dapat mengakses data 
SKPD masing-masing. Setiap pengguna juga akan diberikan hak akses 
oleh admin sesuai kebutuhan masing-masing dan alokasi/pembatasan 
hak akses ini bersifat dinamis, pada saat-saat pembukuan BMD di 
tengah dan akhir tahun hak aksesnya diperluas maksimum sedangkan 
pada saat-saat penyusunan laporan pada awal tahun hak akses akan 
dikurangi atau ditutup untuk semua pengguna di tingkatan SKPD.

B.	 Gambaran Umum
Otonomi daerah, merupakan salah satu bagian penting dari proses 

reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 lalu yang telah dilaksanakan 
cukup lama dan mengalami perkembangan yang sangat berarti. Kebijakan 
otonomi daerah tersebut pada dasarnya adalah pelimpahan hampir 
semua urusan pemerintahan kepada daerah. Hanya (enam) bidang/urusan 
pemerintahan yang tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat, yaitu: 1) 
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	 Bab I: Pengelolaan Barang Milik Daerah	 3

politik luar negeri, 2) pertahanan, 3) keamanan, 4) moneter dan fiskal, 
5) yustisi, 6) dan agama. Sementara itu selain urusan-urusan di atas 
seperti urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan 
rakyat, pertanian, pemerintahan umum dan seterusnya telah menjadi 
urusan pemerintah daerah.

Pelimpahan urusan yang besar kepada pemerintah daerah tersebut 
sudah pasti memerlukan peningkatan kapasitas yang cukup memadai 
untuk melaksanakan urusan tersebut terutama kapasitas SDM dan 
keuangan daerah.

Pengelolaan BMD adalah salah satu unsur yang menjadi sangat 
penting di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan 
publik yang baik dan benar di daerah. Peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar dari pengelolaan BMD saat ini, di antaranya adalah:
1.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,.
4.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara.
5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah.
6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menggantikan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang 
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Peraturan tersebut pada akhirnya juga mengalami perubahan, pe
nyempurnaan serta penggantian karena adanya perubahan situasi dan 
kebutuhan aktual sehingga perlu diakomodasi.

Di dalam pengelolaan BMD peraturan perundang-undangan diatas 
harus dijadikan pedoman sedemikian rupa sehingga terwujud keseragaman 
langkah dan tindakan yang diperlukan yang harus dijadikan pedoman 
pelaksanaan bagi pejabat dan staf terkait secara menyeluruh sehingga 
dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak terkait tentunya dalam 
rangka mencapai tertib administrasi pengelolaan BMD. 
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4	 Panduan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Barang E-KEUDA

Agar pengelolaan BMD dapat dilaksanakan secara baik dan benar 
maka harus memenuhi sejumlah asas sebagai berikut.
1.	 Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan 

masalah di bidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan dari pengurus 
barang, kuasa pengguna barang, pengguna barang, penatausaha 
barang, pengelola barang sampai ke kepala daerah sesuai dengan 
fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

2.	 Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan 
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

3.	 Asas transparansi, yaitu proses pengelolaan BMD harus transparan 
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

4.	 Asas efisiensi, yaitu pengelolaan BMD agar digunakan sebagaimana 
batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan secara optimal.

5.	 Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

6.	 Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung adanya 
ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi 
pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD dan penyusunan neraca 
pemerintah daerah.

BMD adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh 
atas beban APBD maupun berasal dari perolehan lain yang sah, baik 
bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun 
yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, atau 
ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan 
surat-surat berharga lainnya. Pengelolaan BMD mencakup: 
1.	 BMD yang dimiliki pemerintah daerah yang penggunaannya berada 

pada SKPD/Unit kerja pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-
undangan.

2.	 BMD yang dimiliki oleh semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 
semua BMD yang dipisahkan adalah yang pengelolaannya berada 
pada BUMD yang anggarannya dibebankan pada keuangan BUMD 
tersebut melalui rencana bisnis dan anggaran.

Siklus pengelolaan BMD merupakan rangkaian kegiatan atau tindakan 
yang saling berkaitan satu sama lainnya yang meliputi:
1.	 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.
2.	 Pengadaan.
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3.	 Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran.
4.	 Penggunaan.
5.	 Penatausahaan.
6.	 Pemanfaatan.
7.	 Pengamanan dan Pemeliharaan.
8.	 Penilaian.
9.	 Penghapusan.
10.	 Pemindahtanganan.
11.	 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.
12.	 Pembiayaan.
13.	 Tuntutan Ganti Rugi.

Ilustrasi pengelolaan BMD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah
	

C. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
Proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan kegiatan 

yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMD di mana memerlukan 
koordinasi yang baik dengan SKPD/Unit Kerja terkait, analisis kebutuhan 
yang matang berdasarkan rencana kerja yang disepakati, laporan BMD 
yang akurat mengenai ketersediaan BMD, ketersediaan anggaran, serta 
standardisasi yang telah ditetapkan sesuai degan kondisi daerah masing-
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masing. Perencanaan Kebutuhan BMD meliputi perencanaan pengadaan 
BMD, pemeliharaan BMD, pemanfaatan BMD, pemindahtanganan BMD, 
dan penghapusan BMD. 

Analisis kebutuhan yang matang akan menyebabkan penganggaran 
BMD tepat sasaran dan efisien, serta selanjutnya di dalam proses 
pengadaan akan menjadi jelas kerangka acuan kerjanya, spesifikasi 
atau syarat kontrak terkait BMD tersebut. Standardisasi tersebut di 
atas ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan terkait yang selanjutnya harus dijadikan sebagai pedoman. 
Berikut ini adalah standar-standar yang dipakai di luar penghapusan.

1.	 Standar barang.
2.	 Standar kebutuhan.
3.	 Standar harga.

Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai 
acuan di dalam penghitungan pengadaan BMD dalam perencanaan 
kebutuhan. Selanjutnya, standar kebutuhan barang adalah satuan 
jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan 
dan penggunaan BMD di dalam proses perencanaan kebutuhan BMD 
pada SKPD/Unit Kerja. Selain itu ada standar yang juga sangat penting 
adalah standar harga yang merupakan besaran harga yang ditetapkan 
sebagai acuan pengadaan BMD di dalam proses perencanaan kebutuhan.

Pengguna Barang (PB) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat 
dokumen Usulan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan dengan berpedoman 
pada standardisasi yang telah ditetapkan tersebut sebelumnya. Semua 
Usulan RKBMD yang dibuat oleh KPB dihimpun oleh PB di lingkungan 
SKPD/unit kerja terkait untuk dijadikan usulan RKBMD SKPD/unit kerja 
terkait yang kemudian disampaikan kepada sekretaris daerah sebagai 
pengelola barang untuk selanjutnya ditelaah dengan mempertimbangkan 
data dan informasi pada Laporan BMD. 

Pengelola barang dalam melakukan penelaahan dibantu oleh pejabat 
penatausahaan barang yang juga merupakan tim anggaran pemerintah 
daerah (TAPD) dan hasil penelaahan tersebut akan digunakan sebagai 
dasar penyusunan RKBMD. Dokumen RKBMD yang telah ditetapkan 
oleh pengelola barang digunakan oleh pengguna barang sebagai dasar 
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah 
(RKA-SKPD).
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	 Bab I: Pengelolaan Barang Milik Daerah	 7

Dalam hal RKBMD pemeliharaan, tidak dapat diusulkan oleh PB/
KPB terhadap BMD yang rusak berat, BMD yang dipinjamkan, BMD 
yang digunakan oleh pihak lain, atau BMD yang sedang menjadi objek 
pemanfaatan selama 6 (enam) bulan atau lebih lama. Khusus untuk 
BMD yang dipinjamkan, pemeliharaannya diusulkan oleh peminjam 
BMD tersebut.

D.	 Pengadaan
Pengadaan BMD harus dilaksanakan memenuhi prinsip efisien, 

efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel di mana 
pada pelaksanaannya juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berlaku. Hasil pengadaan BMD tersebut wajib 
dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk 
kemudian ditetapkan status penggunaannya dan pelaporan tersebut 
dilakukan secara berkala dalam bulanan, semesteran dan tahunan.

Prinsip-Prinsip 
Pengadaan B/J

Efisien dan 
Efektif

Akuntabel Transparan

Terbuka

Bersaing

Adil/Tidak 
Diskriminatif

Gambar 1.2 Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

E.	 Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran
Sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dari pihak ketiga, maka 

dilakukan serah terima yang harus dilengkapi dokumen pengadaan 
dan berita acara. Penyimpanan dan penyaluran BMD sebagai tindak 
lanjut penerimaan BMD baik melalui pengadaan maupun sumbangan/
bantuan/hibah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka 
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tertib administrasi pengelolaan BMD. Dalam pelaksanaan penyimpanan 
dan penyaluran BMD sangat diperlukan ketelitian sehingga kegiatan 
penyimpanan disesuaikan dengan sifat dan jenis barang untuk penempatan 
pada gudang penyimpanan, sedangkan dalam pelaksanaan penyaluran 
dapat dilakukan sesuai dengan rencana penggunaan untuk memenuhi 
kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

F.	 Penggunaan
Setiap tahun, status penggunaan BMD ditetapkan oleh kepala 

daerah dan dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah sebagai pe
ngelola BMD di luar tanah dan bangunan dengan kondisi tertentu, 
yaitu tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu 
yang harus ditetapkan oleh kepala daerah sendiri. Penetapan status 
penggunaan BMD tersebut dilakukan untuk penyelenggaran tugas dan 
fungsi SKPD serta pihak lain dalam rangka pelayanan umum terkait SKPD 
yang bersangkutan yang meliputi penetapan penggunaan, penetapan 
pengalihan status penggunaan, penataan penggunaan sementara BMD 
dan penetapan penggunaan BMD untuk dioperasikan pihak lain. 

G.	 Penatausahaan
Dalam penatausahaan BMD dilakukan tiga kegiatan yang meliputi 

kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan di mana PB/KPB 
harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam Daftar 
Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) yang 
harus dilakukan oleh PB/KPB dengan menerapkan sistem penggolongan 
dan kodefikasi BMD. Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas 
pendaftaran dan pencatatan BMD tersebut. Dokumen kepemilikan BMD 
selain tanah dan bangunan disimpan oleh PB/KPB, sedangkan dokumen 
kepemilikan tanah dan bangunan disimpan langsung oleh pengelola 
BMD, yaitu sekretaris daerah.

1.	 Pembukuan
Pencatatan BMD tersebut dimuat dalam kartu inventaris A, B, 

C, D, E, F dan G serta Kartu Inventaris Ruangan (KIR). Kegiatan 
pemeliharaan aset juga harus dilakukan pencatatan ke dalam kartu 
pemeliharaan barang dan apabila nilai pemeliharaannya cukup berarti 
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	 Bab I: Pengelolaan Barang Milik Daerah	 9

sehingga menambah kapasitas, kualitas atau masa manfaat dari BMD 
tersebut, maka harus dicatat sebagai penambah nilai BMD yang disebut 
dengan kapitalisasi setelah perolehan berdasarkan kebijakan akuntansi 
aset tetap. Penyusutan aset juga harus dibuat perhitungan sehingga 
diperoleh beban penyusutan, akumulasi penyusutan dan nilai buku 
dari masing-masing BMD berdasarkan kebijakan akuntansi aset tetap.

Gambar 1.3 Struktur Kegiatan Penatausahaan

KIR

Gambar 1.4 Pembukuan Barang Milik Daerah
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2.	 Inventarisasi
Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan 

perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data 
dan pelaporan BMD dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi 
disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang 
bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merek 
tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan 
barang dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur 
dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran sangat penting dalam 
rangka: 1) pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan 
setiap barang, 2) usaha untuk memanfaatkan barang secara maksimal 
sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing, dan 3) menunjang 
pelaksanaan tugas pemerintah.

3.	 Pelaporan
Laporan kuasa pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) 

tahunan harus dibuat oleh KPB dan disampaikan kepada PB kemudian 
PB menghimpun semua laporan KPB tersebut untuk dibuatkan laporan 
pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada 
kepala daerah melalui pengelola barang. Pembantu pengelola barang 
menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan 
dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai 
serta dibuatkan rekapitulasinya. 

Neraca daerah disusun menggunakan bahan salah satunya adalah 
dokumen hasil rekap tersebut di atas. Sementara itu, hasil sensus 
BMD dari masing-masing PB/KPB direkap ke dalam buku inventaris 
dan disampaikan ke pengelola barang, selanjutnya pembantu pengelola 
merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris. Buku 
inventaris tersebut merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang 
tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya PB/KPB 
hanya membuat daftar mutasi barang (bertambah dan berkurang) 
dalam bentuk rekap BMD.

Mutasi barang bertambah dan berkurang pada masing-masing SKPD 
setiap semester, dicatat secara tertib pada laporan mutasi barang dan 
daftar mutasi barang. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan 
barang bertambah dan berkurang setiap semester untuk dilaporkan 
kepada kepala daerah melalui pengelola barang. Kemudian laporan 
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	 Bab I: Pengelolaan Barang Milik Daerah	 11

mutasi barang semester I dan semester II digabungkan menjadi daftar 
mutasi barang tahunan dan masing-masing dibuatkan daftar rekapitulasi 
mutasi barang. Setelah itu rekapitulasi mutasi BMD seluruh SKPD harus 
dibuat dan disampaikan kepada menteri dalam negeri. 

Format kartu/buku/dokumen/laporan seputar pengelolaan BMD 
secara lengkap dapat dilihat langsung di dalam SIMBADA atau pada 
Bab III Struktur Sistem buku ini. Di samping itu, sistem penggolongan 
dan kodefikasi BMD untuk penjelasan terperincinya terdapat pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016.

 

Gambar 1.5 Mekanisme Pelaporan Barang Milik Daerah di Level 
Pengguna Barang

Gambar 1.6 Mekanisme Pelaporan BMD di Level Pemerintah Daerah
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H.	 Pemanfaatan
Pemanfaatan BMD secara optimal baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak yang diserahkan oleh pengguna barang kepada 
pengelola barang dapat diberdayakan secara optimal sehingga tidak 
membebani APBD, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan 
adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab. 
Pemanfaatan BMD yang optimal secara langsung dapat menimbulkan 
kegiatan ekonomi sehingga terjadi penyediaan lapangan kerja, peningkatan 
pendapatan masyarakat dan lebih jauh pasti akan meningkatkan 
pendapatan daerah. Pemanfaatan BMD tersebut bisa berupa pinjam 
pakai, penyewaan, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun 
serah guna ataupun badan layanan umum daerah (BLUD).

 
 

 
 

 
Bentuk-bentuk 
Pemanfaatan 

 

 
 

Sewa                 Pinjam Pakai              Kerja sama 
Pemanfaatan 

 
BGS/BSG 

 
KSPI 

Gambar 1.7 Bentuk-bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah

I.	 Pengamanan dan Pemeliharaan
Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan 

penertiban dalam upaya pengurusan BMD secara fisik, administratif dan 
tindakan hukum. Pengamanan tersebut dititikberatkan pada penertiban 
dan pengamanan secara fisik dan administratif sehingga BMD tersebut 
dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari 
penyerobotan-penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain.

Pemeliharaan merupakan kegiatan/tindakan agar semua barang 
selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara efektif 
dan efisien. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang-barang inventaris 
yang sedang di dalam unit pemakaian, tanpa mengubah, menambah 
atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal sehingga dapat 
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dicapai tingkat efisiensi yang memenuhi persyaratan baik dari segi 
unit pemakaian maupun dari segi keindahan. Pemeliharaan BMD yang 
dimaksud dapat berupa pemeliharaan ringan, sedang ataupun berat 
sesuai peraturan perundang-undangan.

J.	 Penilaian
Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan 

neraca daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah daerah 
(SAPD). Kegiatan penilaian BMD harus didukung dengan data yang akurat 
atas seluruh kepemilikan BMD yang tercatat dalam daftar inventaris. 
Penilaian BMD ini selain untuk penyusunan neraca daerah, juga dapat 
digunakan dalam rangka pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan dan 
pemindahtanganan. 

K.	 Penghapusan
Penghapusan BMD adalah tindakan penghapusan barang PB/KPB 

dan dihapus dari daftar inventaris BMD dengan cara menerbitkan 
keputusan kepala daerah tentang penghapusan BMD. Pada prinsipnya 
semua BMD dapat dihapuskan, yakni:
1.	 Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan atau 

alasan-alasan rusak berat terkena bencana alam/force majeure, tidak 
dapat digunakan secara optimal, terkena planologi kota, kebutuhan 
organisasi karena perkembangan tugas, penyatuan lokasi dalam rangka 
efisiensi dan memudahkan koordinasi, serta pertimbangan dalam 
rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan dan keamanan.

2.	 Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-
alasan pertama pertimbangan teknis, yaitu rusak berat, kuno, 
kedaluwarsa, spesifikasi tidak sesuai, atau penyusutan/amortisasi/
deplesi. Kedua pertimbangan ekonomis antara lain untuk optimalisasi 
BMD yang berlebih atau idle atau lebih baik dihapuskan karena 
biaya pemeliharaannya lebih besar daripada manfaatnya. Ketiga, 
pertimbangan karena hilang atau kekurangan fisik atau kerugian 
akibat kelalaian atau musibah.
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L.	 Pemindahtanganan
Pemindahtangan BMD adalah pengalihan kepemilikan sebagai 

tindak lanjut dari penghapusan yang berupa penjualan dan tukar 
menukar, hibah atau penyertaan modal. Tanah/bangunan dan selain 
tanah/bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar 
rupiah) ditetapkan melalui keputusan kepala daerah setelah mendapat 
persetujuan DPRD. 

Pemindahtanganan BMD adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak 
lanjut dari penghapusan dan tanah/bangunan yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD apabila:
1.	 Sudah tidak sesuai dengan RTRW.
2.	 Harus dihapuskan karena anggaran untuk pengganti sudah disediakan 

di dalam DPA.
3.	 Diperuntukkan bagi ASN.
4.	 Diperuntukkan bagi kepentingan umum.
5.	 Dikuasai negara berdasarkan keputusan inkract pengadilan atau 

alasan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

M.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Proses pengelolaan BMD harus dijamin kelancarannya sehingga dapat 

berjalan efektif dan efisien melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian sehingga terwujud tertib administrasi di dalam pengelolaan 
BMD sebagaimana diharapkan. Pembinaan adalah upaya pemberian 
pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi, sementara pengendalian 
adalah kegiatan/tindakan untuk menjamin dan mengarahkan agar proses 
kerja berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di samping 
itu, diperlukan kegiatan/tindakan pengawasan untuk memperoleh umpan 
balik sehingga timbul pengetahuan atas pelaksanaan kegiatan sebenarnya 
apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
atau justru terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan 
sama sekali.REA
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N.	 Pembiayaan
Dalam proses menuju tertib administrasi pengelolaan BMD di

perlukan pembiayaan untuk kegiatan untuk penyediaan blangko/buku 
inventaris, label/papan kepemilikan berkodefikasi, pemeliharaan, serta 
sistem/teknologi informasi pengelolaan BMD dengan inti sistem aplikasi 
SIMBADA, tunjangan/insentif penyimpan/pengurus BMD dan sebagainya. 
Pembiayaan untuk keperluan pengelolaan BMD agar direncanakan dan 
diajukan setiap tahun melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

O.	Tuntutan Ganti Rugi
Pengamanan dan penyelamatan terhadap BMD memerlukan 

pengaturan-pengaturan tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu 
pengelola, PB/KPB, penyimpan/pengurus barang berupa Tuntutan Ganti 
Rugi (TGR) yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian daerah. 
Dalam melaksanakan TGR, kepala daerah dibantu oleh Majelis Per
timbangan TGR. 

Penjelasan lebih lengkap tentang siklus pengelolaan BMD, akan 
diuraikan secara mendalam di buku Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda 
yang ditulis oleh Dr. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.
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Penentuan teknologi yang digunakan dalam sistem adalah sesuatu 
hal yang kritis yang menjadi salah satu penentu keandalan sistem 
karena berkaitan dengan kapasitas teknologi itu sendiri dan lingkungan 
penerapannya. Teknologi yang diterapkan di dalam sistem ini tentunya 
disesuaikan dengan kondisi aktual yang ada di lingkungan pemerintah 
daerah, di antaranya cakupan wilayah yang luas, keterbatasan kapasitas 
SDM sistem/teknologi informasi serta kompleksitas permasalahan yang 
ada di pemerintah daerah seperti banyaknya penduduk yang harus 
diurus, banyaknya pegawai, rumitnya birokrasi, pertentangan sektoral, 
hubungan dengan instansi vertikal terkait dan semua itu tentunya 
harus mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dengan dukungan 
anggaran yang selalu terbatas.

Sesuai dengan penjelasan singkat di atas, sistem teknologi informasi 
yang cocok dan dipilih bagi pemerintah daerah adalah terminologi web 
dengan Windows Server platform (Gambar 2.1) dan Server Database 
MySQL. Teknologi web (Gambar 2.2) dipilih karena setidaknya alasan-
alasan berikut ini.
1.	 Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi cukup di satu titik, yaitu 

server sehingga lebih praktis dan ekonomis.
2.	 Pengaksesannya jauh lebih mudah karena cukup menggunakan 

web browser (Chrome, Edge, Mozilla, Opera, Safari). 

BAB II
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3.	 Penggunaan skala besar di dalam wilayah yang luas, yang mencakup 
seluruh SKPD dan UPTD yang saling terpisah jauh satu sama lainnya 
dan digunakan oleh banyak pengguna sekaligus.

Kemudian pemilihan platform dan aplikasi-aplikasi server pendukung 
akan dijelaskan sebagai berikut:
1.	 Sistem operasi Windows Server dipilih karena relatif mudah dalam 

pengoperasiannya sehingga cocok untuk organisasi yang sumber 
daya manusia sistem/teknologi informasi sangat terbatas, seperti 
pemerintah daerah pada umumnya. 

2.	 Penggunaan script ASP (Active Server Pages) di sisi server dengan 
server web Internet Information Service (IIS) dengan pertimbangan 
ASP adalah salah satu komponen bawaan dari Windows Server 
sehingga bisa langsung dimanfaatkan tanpa memerlukan aplikasi/ 
komponen dan setingan tambahan, selain itu juga sudah pasti akan 
lebih kompatibel/sesuai dengan sistem operasi Windows Server dan 
terhindar dari sistem konflik.

3.	 Teknologi dan script pemrograman di sisi klien/terminal adalah 
XHTML, XML, Javascript dan AJAX (Asynchronous Javascript and 
XML) yang memungkinkan antarmuka aplikasi menjadi interaktif/
responsif, efektif, efisien serta berpenampilan tertib, rapi dan 
menarik.

4.	 Server Database MySQL merupakan Relational Database Management 
System (RDMS) yang dapat diperoleh gratis sementara kinerjanya 
cukup andal. 

A.	Sistem Operasi Windows Server
Windows Server adalah sistem operasi server buatan Microsoft 

Corporation yang mendukung manajemen tingkat enterprise, penyimpanan 
data, aplikasi dan komunikasi. Windows Server ini berperan sebagai server 
atau data center atau pusat data yang berperan dalam pengelolaan 
server jaringan. Rilis pertama sistem operasi tersebut Windows Server 
2003 yang dikembangkan berdasarkan teknologi Windows NT dan untuk 
penerapan SIMBADA sudah menggunakan Windows Server 2012 ke atas. 
Beberapa fungsi utama dari Windows Server adalah sebagai berikut
1.	 Membantu mengoperasikan, kebanyakan proses pelayanan server 

dari perintah sistem operasi berdasarkan arsitektur yang dimiliki 
server tersebut.
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2.	 Memberikan hak kepada para pengguna untuk mengakses dan 
mengelola server baik melalui GUI (Graphical User Interface) maupun 
CLI (Command Line Interface).

3.	 Membantu konfigurasi server lanjutan baik dari segi hardware, 
software maupun konfigurasi layanan jaringan tersebut.

4.	 Membantu mengelola dan juga memantau komputer klien yang 
terhubung pada sistem jaringan dan juga sistem operasi untuk 
menjalankan sistem jaringan tersebut.

5.	 Menyediakan suatu antarmuka (interface) terpusat yang dapat 
membantu para pengguna (para pelaksana keamanan atau admin) 
untuk menjalankan beragam proses, salah satunya adalah proses 
administratif.

Gambar 2.1 Logo Windows Server 
	
Kelebihan Windows Server adalah sebagai berikut. 

1.	 Memiliki Server Manager yang lebih mudah digunakan daripada 
versi sebelumnya.

2.	 Server Core dapat berpindah ke GUI secara langsung tanpa install 
ulang dan juga sebaliknya.

3.	 Memiliki Virtual Desktop Infrastructure yang lebih kompatibel/sesuai 
dengan sistem operasi daripada versi sebelumnya.

4.	 Administrator lebih mudah mengontrol seluruh kegiatan komputer 
client karena adanya aplikasi Hyper-V.

5.	 Memudahkan client server untuk berbagi file (file sharing) di dalam 
jaringan karena adanya fitur Server Message Block.

6.	 Terdapat berbagai tool lainnya yang dapat memudahkan administrator 
mengelola sistem seperti tool untuk menambahkan roles dan 
feature, konfigurasi dan manajemen server, remote administration 
dan yang lainnya.

Kekurangan Windows Server adalah sebagai berikut. 
1.	 Harga Windows Server cenderung mahal.
2.	 Tidak support/mendukung komputer yang berbasis titanium.
3.	 Pengoperasiannya tidak semudah versi sebelumnya karena ada 

penambahan fitur baru yang jarang digunakan.

REA
DIN

G C
OPY

REA
DIN

G C
OPY



20	 Panduan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Barang E-KEUDA

B.	 Teknologi Web
Pengertian dari teknologi web adalah teknologi yang berhubungan 

dengan antarmuka untuk menjembatani server web dan semua kliennya. 
Teknologi web mencakup bahasa markup, bahasa pemrograman dan 
standar untuk mengidentifikasi dokumen serta tampilan. Aspek yang 
termasuk di dalam teknologi ini adalah HTML, ASP, Javascript, CGI, 
konfigurasi server dan seterusnya. 

1.	 Arsitektur Web
Arsitektur web merupakan konsep pemrograman three tier (3-Tier) 

atau yang biasa disebut dengan konsep client server programming 
merupakan konsep pemrograman yang terdiri dari 3 komponen logic 
layer yang saling berkaitan. Berikut gambaran secara umum untuk 
arsitektur pemrograman model three-tier yang memiliki 3 fungsionalitas 
sistem yang independent, yaitu Tier-1, Komponen klien (Client Aplication) 
yaitu komponen yang berjalan diatas komputer klien. Pada lapisan ini, 
akses tidak bisa sampai pada RDBMS lapisan jika tidak ada koneksi 
ke aplikasi server (lapisan 2/tier 2).

Tier-2, Server Aplikasi (Application server) yaitu komponen yang 
berjalan pada server yang terpisah jauh dari komputer klien yang 
berfungsi sebagai koneksi antara klien dengan sistem database. Pada 
lapisan ini, merupakan lapisan yang menghubungkan antara lapisan klien 
(tier 1) dengan lapisan Aplikasi RDBMS (tier 3). lapisan ini berisi paket, 
objek, metode, fungsi dan segala aktivitas query yang akan dijalankan 
pada lapisan 3/tier 3 (RDBMS Application).

Tier-3, Aplikasi RDBMS (RDBMS Application), yaitu kumpulan data
base, data resource manager dan aplikasi mainframe (tier 3). Pada 
lapisan ini, berisi kumpulan database dan data resource manager 
yang merupakan pusat database suatu sistem. Lapisan 3/tier 3 atau 
aplikasi RDBMS, tidak bisa diakses secara langsung melalui lapisan 1/
tier 1 atau aplikasi klien, jika aplikasi klien tidak terkoneksi ke lapisan 
2/tier 2 atau aplikasi server.REA
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Gambar 2.2 Arsitektur Web (3-Tier)

Beberapa keuntungan arsitektur 3-Tier:
a.	 Keluwesan teknologi.
b.	 Mudah untuk mengubah DBMS engine.
c.	 Kemungkinan pula middle tier ke platform yang berbeda.
d.	 Biaya jangka panjang yang rendah.
e.	 Perubahan-perubahan cukup dilakukan pada middle tier daripada 

pada aplikasi keseluruhan.
f.	 Keunggulan kompetitif.
g.	 Kemampuan untuk bereaksi terhadap perubahan bisnis dengan 

cepat, dengan cara mengubah modul kode daripada mengubah 
keseluruhan aplikasi

Kekurangan arsitektur 3-Tier :
a.	 Lebih susah untuk merancang
b.	 Lebih susah untuk mengatur
c.	 Lebih mahal

Beberapa software aplikasi yang biasa menggunakan konsep 3-Tier 
yaitu: sybase, webspherre, java, MySQL Server, SQL Server, Oracle, DB2 
dan lain-lain.

2.	 Server Web IIS (Internet Information Service)
IIS (Internet Information Services) atau Internet Information Server 

adalah sejenis HTTP Server web yang digunakan dalam sistem operasi 
server Windows. Layanan ini berfungsi sebagai pendukung protokol 
TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol) yang berjalan dalam 
lapisan aplikasi (Application layer). IIS juga menjadi fondasi dari platform 
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Internet dan Intranet Microsoft, yang mencakup Microsoft Site Server, 
Microsoft Commercial Internet System dan produk-produk Microsoft 
BackOffice lainnya. IIS telah berevolusi semenjak diperkenalkan pertama 
kali pada Windows NT 3.51 hingga IIS versi 6.0 yang terdapat dalam 
Windows Server 2003.

3.	 Penjelajah Web (Web Browser)
Penjelajah web, perambah web atau penelusur web/web browser 

adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan 
sumber informasi dari Internet. Sebuah sumber informasi diidentifikasi 
dengan pengidentifikasi sumber seragam yang dapat berupa halaman 
web, gambar, video, atau jenis konten lainnya.

Meskipun penjelajah web terutama ditujukan untuk mengakses 
internet, suatu penjelajah juga dapat digunakan untuk mengakses 
informasi yang disediakan oleh server web dalam jaringan pribadi atau 
berkas pada sistem berkas. Beberapa penjelajah web yang populer 
adalah Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera dan Safari.

4.	 CGI (Common Gateway Interface) 
CGI adalah suatu standar untuk menghubungkan berbagai program 

aplikasi ke halaman web dan CGI bisa juga direalisasikan dengan banyak 
bahasa pemrograman lain. Mulai dari C, Perl, Ruby, Python, PHP, TCL/
TK, hingga skrip shell pada UNIX/LINUX.

5.	 HTML, XML, XHTML dan CSS
HTML (HyperTeks Markup Language) adalah bahasa web atau 

markup internet yang berasal dari kombinasi antara teks dan informasi 
berupa simbol atau kode yang akan dimasukkan kedalam suatu file guna 
membuat suatu halaman situs. Secara singkat mengenal HTML adalah 
bahasa markup internet yang berguna untuk membuat suatu website. 
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Gambar 2.3 HTML Memuat Kode Javascript

Tampilan pada Browser:

Gambar 2.4 Tampilan Browser HTML Memuat Kode Javascript

Melalui aplikasi browser atau penjelajah internet seperti Chrome, 
Internet Explorer dan Mozilla Firefox, web yang sudah dibuat lewat 
HTML akan dapat dilihat oleh siapa saja yang terkoneksi dengan 
jaringan internet. Dalam mengenal HTML dapat menampilkan bermacam 
informasi pada software di web browser dan juga formating hyperteks 
yang tertulis dalam ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange).

XML (eXtensible Markup Language) adalah suatu bahasa markup 
seperti HTML yang dirancang untuk dapat menyimpan dan mengantarkan 
data. Perbedaannya dengan HTML adalah sebagai berikut.

a.	 XML didesain untuk menyimpan dan membawa data, sedangkan 
HTML didesain untuk menampilkan data.

b.	 Nama tag pada XML bisa diciptakan sendiri, sedangkan HTML 
sudah baku.REA
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Gambar 2.5 Coding XML 

XHTML (Extensible HTML) adalah suatu kombinasi dari HTML dan 
XML (Extensible Markup Language) dan merupakan bentuk sempurna 
(dalam arti, lebih tertib dan bersih dibandingkan HTML). Tujuan 
XHTML adalah menggantikan HTML. XHTML adalah bentuk HTML yang 
didefinisikan sebagai aplikasi XML yang berarti XHTML berisi semua 
elemen dalam HTML 4.01 dikombinasikan dengan sintaks XML.
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Gambar 2.6 Coding XHTML 

XHTML adalah bahasa markup sebagaimana HTML, tetapi dengan 
gaya bahasa lebih baik. XHTML merupakan versi HTML yang memenuhi 
persyaratan XML dan merupakan suatu dokumen HTML dan XHTML 
menjadi standar internasional dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh 
W3C (World Wide Web Consortium).

CSS (Cascading Style Sheets) biasanya digunakan untuk mengatur 
tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup, seperti HTML. 
CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di 
website. CSS dibuat dan dikembangkan oleh W3C (World Wide Web 
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Consortium) pada tahun 1996 untuk alasan yang sederhana. Dulu 
HTML tidak dilengkapi dengan tags yang berfungsi untuk memformat 
halaman dan anda hanya perlu menulis markup.

6.	 ASP (Active Server Pages)
ASP merupakan suatu script server side yang ditambahkan pada 

HTML untuk membuat suatu situs web menjadi lebih menarik, dinamis 
dan efektif. ASP adalah Teknologi Microsoft. ASP adalah program yang 
berjalan di dalam IIS. IIS adalah singkatan dari Internet Information 
Services. IIS merupakan komponen bawaan gratis dengan Windows 
2000. IIS juga merupakan bagian dari paket pilihan Windows NT 4.0 
yang dapat diunduh dari Microsoft. Contoh program IIS dalam bentuk 
kode sumber:
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Tampilan pada Browser:

Gambar 2.8 Tampilan pada Browser 

Kode Sumber:

Tampilan pada Browser:

Gambar 2.9 Coding ASP.

ASP berjalan kompatibel pada service web IIS dengan sistem 
operasi Windows NT 4.0 atau yang lebih baru untuk menjalankan 
PWS (Personel Web Service) Anda harus memiliki Windows 95 atau 
yang lebih baru, Chili ASP adalah teknologi menjalankan ASP tanpa OS 
Windows Instant ASP merupakan teknologi yang berjalan ASP tanpa 
Windows. Suatu file ASP adalah sama saja dengan file HTML. Suatu 
file ASP dapat berisi teks, HTML, XML dan script. Script dalam file ASP 
dijalankan di server dengan memiliki ekstensi file “.asp”.

Perbedaan ASP berbeda dengan HTML ketika web browser meminta 
file HTML, server mengembalikan file, sedangkan ketika browser meminta 
file ASP, IIS melewati permintaan ke mesin ASP. Mesin ASP membaca 
file ASP, baris demi baris dan mengeksekusi script dalam file. Akhirnya, 
file ASP dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa.
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Keuntungan menggunakan ASP bukan CGI dan Perl, adalah dari 
kesederhanaan dan kecepatan. Menyediakan keamanan karena kode 
ASP tidak dapat dilihat dari browser. Programer ASP yang pandai dapat 
meminimalkan lalu lintas jaringan.

7.	 Javascript
Javascript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. 

Javascript populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar 
penjelajah web populer, seperti Chrome, Internet Explorer (IE), Mozilla 
Firefox, Netscape dan Opera. Kode Javascript dapat disisipkan dalam 
halaman web menggunakan tag SCRIPT. Javascript merupakan salah 
satu teknologi inti World Wide Web selain HTML dan CSS. Javascript 
membantu membuat halaman web interaktif dan merupakan bagian 
mendasar dari aplikasi web.

Awalnya hanya diimplementasi sebagai client-side dalam penjelajah 
web, kini engine javascript disisipkan ke dalam perangkat lunak lain 
seperti di dalam di sisi server dalam server web dan database, dalam 
program nonweb seperti perangkat lunak pengolah kata dan pembaca 
PDF dan sebagai runtime environment yang memungkinkan penggunaan 
Javascript untuk membuat aplikasi desktop maupun mobile.

8. 	 AJAX (Asynchronous Javascript and XML)
AJAX adalah sekumpulan teknis pengembangan web (web deve

lopment) yang memungkinkan aplikasi web untuk bekerja secara 
asynchronous (tidak langsung) memproses setiap request (permintaan) 
yang datang ke server di sisi belakang layar. Baik javascript maupun 
XML bekerja secara asynchronous di dalam AJAX sehingga aplikasi web 
yang menggunakan AJAX dapat mengirimkan dan menerima data dari 
server tanpa harus membuka ulang keseluruhan halaman.
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Gambar 2.10 Teknologi AJAX (Asynchronous Javascript and XML)

C.	 Sistem Manajemen Database Relasional 
MySQL Server
MySQL adalah sistem manajemen database relasional open source 

(RDBMS) dengan model client-server. RDBMS merupakan software untuk 
membuat dan mengelola database berdasarkan pada model relasional. 
Administration Tool yang digunakan adalah SQLYog, MySQL Work Bench, 
Novi Cat Premium, MySQL Front dan lain-lain.

MySQL AB, sebuah perusahaan asal Swedia, menjadi yang pertama 
dalam mengembangkan MySQL di tahun 1994. Hak kepemilikan MySQL 
kemudian diambil secara menyeluruh oleh perusahaan teknologi Amerika 
Serikat, Sun Microsystems, ketika mereka membeli MySQL AB pada tahun 
2008. Di tahun 2010, Oracle adalah salah satu perusahaan teknologi 
terbesar di Amerika Serikat yang mengakuisisi Sun Microsystems. 
Semenjak itulah, MySQL sepenuhnya dimiliki oleh Oracle.
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Gambar 2.11 SQLYog Administration Tool

REA
DIN

G C
OPY

REA
DIN

G C
OPY



		  31

Pada dasarnya struktur sistem SIMBADA versi 2020 adalah sama 
dengan versi-versi sebelumnya yang dirancang berdasarkan Permendagri 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah. Setelah itu terbit Permendagri Nomor 19 tahun 2019, 
struktur sistem mengalami beberapa perubahan di mana proses 
perencanaan dimodifikasi mengikuti proses dan format baru yang lebih 
lengkap dan terperinci. 

Secara garis besar sistem ini dibagi ke dalam 5 (lima) modul yang 
mencerminkan proses dan bagian-bagiannya di dalam sistem. Kelima 
modul itu adalah 1) Pembukuan, 2) Inventarisasi, 3) Perencanaan, 
4) Dokumen, dan 5) Admin. Adapun penjelasan dari modul tersebut 
adalah sebagai berikut.

A.	Pembukuan
Modul pembukuan adalah modul yang pertama-tama harus diterapkan 

di dalam pengelolaan BMD karena terkait langsung dengan ketertiban 
administrasi dan penyediaan informasi BMD yang sangat penting di dalam 
membuat kebijakan dan operasional pengelolaan BMD itu sendiri serta 
penyusunan dan pelaksanaan APBD. Semakin andal pembukuan maka 

BAB III

Struktur Sistem
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akan semakin tertib administrasinya, yang selanjutnya menyebabkan 
kebijakan dan operasional pengelolaan BMD serta penyusunan dan 
pelaksanaan APBD akan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Tabel 3.1.  
Daftar Menu Pembukuan, Input, dan Output

URAIAN KETERANGAN

PEMBUKUAN ASET TETAP Pembukuan Aset Tetap

INPUT :

Pendaftaran dan Penghapusan
Pendaftaran Golongan A Pendaftaran Golongan A - Tanah
Penghapusan Golongan A Penghapusan Golongan A - Tanah
Pendaftaran Golongan B Pendaftaran Golongan B - Peralatan dan Mesin
Penghapusan Golongan B Penghapusan Golongan B - Peralatan dan Mesin
Pendaftaran Golongan C Pendaftaran Golongan C - Gedung dan Bangunan
Penghapusan Golongan C Penghapusan Golongan C - Gedung dan 

Bangunan
Pendaftaran Golongan D Pendaftaran Golongan D - Jalan, Irigasi dan 

Jaringan
Penghapusan Golongan D Penghapusan Golongan D - Jalan, Irigasi dan 

Jaringan
Pendaftaran Golongan E Pendaftaran Golongan E - Aset Tetap Lainnya
Penghapusan Golongan E Penghapusan Golongan E - Aset Tetap Lainnya
Pendaftaran Golongan F Pendaftaran Golongan F - Konstruksi Dalam 

Pengerjaan
Penghapusan Golongan F Penghapusan Golongan F - Konstruksi Dalam 

Pengerjaan
Pendaftaran Golongan G Pendaftaran Golongan G – Aset Lainnya
Penghapusan Golongan G Penghapusan Golongan G – Aset Lainnya

Pembukuan Pemeliharaan Pembukuan Pemeliharaan
Pelaksana Pelaksana Pemeliharaan
Transaksi Pelaksanaan Pemeliharaan

Pembukuan Lainnya Pembukuan Lainnya
Keb. Akuntansi Kebijakan Akuntansi
Masa Manfaat Masa Manfaat
Penyesuaian Penyesuaian
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URAIAN KETERANGAN
OUTPUT:

KIB Kartu Inventaris Barang
KIB A Kartu Inventaris Barang - Tanah
KIB B Kartu Inventaris Barang – Peralatan dan Mesin
KIB C Kartu Inventaris Barang – Gedung dan Bangunan
KIB D Kartu Inventaris Barang – Jalan, Irigasi dan 

Jaringan
KIB E Kartu Inventaris Barang – Aset Tetap Lainnya
KIB F Kartu Inventaris Barang – Konstruksi Dalam 

Pengerjaan
KIB G Kartu Inventaris Barang – Aset Lainnya
KIR Kartu Inventaris Ruangan

Buku/Laporan Inventaris
Buku Inventaris (BI) Opsi: Gabungan, Intrakompatabel dan 

Ekstrakompatabel
Rekapitulasi Buku Inventaris Opsi: Dalam Rupiah atau Dalam 000 Rupiah
Laporan Mutasi Barang 
Semester I
Laporan Mutasi Barang
Daftar Mutasi Barang
Rekapitulasi Daftar Mutasi 
Barang

Opsi: Dalam Rupiah atau Dalam 000 Rupiah

Daftar Barang yang Dihapus Per Tahun Anggaran

B.	 Inventarisasi
Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, 

pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah (Permendagri 
Nomor 17/2007 pasal 1 ayat 31) atau pengertian inventarisasi secara lebih 
rinci lagi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, 
pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan 
barang milik daerah dalam unit pemakaian. (Permendagri Nomor 17 
Tahun 2007:34). Proses inventarisasi secara praktis juga didukung oleh 
sistem melalui modul inventarisasi yang pertama berdasarkan ruangan 
dan yang kedua berdasarkan golongan. 
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Tabel 3.2  
Daftar Menu Inventarisasi, Input dan Output

URAIAN KETERANGAN

INVENTARISASI

INPUT :

Basis Ruangan Inventarisasi Berdasarkan Ruangan
Ruangan Daftar Ruangan
Inventaris Daftar Inventaris Berdasarkan Ruangan

Basis Golongan Aset Inventarisasi Berdasarkan Golongan Aset
Gol. A Gol. A - Tanah
Gol. B Gol. B - Peralatan dan Mesin
Gol. C Gol. C - Gedung dan Bangunan
Gol. D Gol. D - Jalan, Irigasi dan Jaringan
Gol. E Gol. E - Aset Tetap Lainnya

OUTPUT:

Basis Ruangan
Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR) Berdasarkan data inventaris setiap ruangan 

dan kondisi terakhir barang (Baik, Rusak Ringan 
atau Rusak Berat)

Basis Golongan
Letak Aset Teknologi Google Maps
Riwayat Aset Pengadaan, Mutasi, Renovasi, Overhaul dst.
Pembetulan/Pembaharuan data 
aset

Berdasarkan Opname Fisik

Dalam pengoperasiannya modul inventarisasi pada dasarnya adalah 
hanya penerapan output dari modul pembukuan berupa kartu/buku/
dokumen/laporan yang memuat data menurut catatan pembukuan di-
crosscheck kesesuaiannya dengan pengamatan/pendataan di lapangan 
(opname fisik). Dalam proses inventarisasi tersebut, kemungkinan besar 
ditemukan ketidakcocokan dengan apa yang tercatat pada proses 
pembukuan yang tentunya harus menjadi catatan untuk tindakan 
koreksi/melengkapi data aset serta tindak lanjut lainnya seperti pencarian 
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barang yang hilang, perencanaan penghapusan, peningkatan efektivitas 
pengendalian /pengawasan BMD dan pemberian label kode barang.

C.	 Perencanaan
Dari usulan yang mengandung unsur jumlah usulan, usulan maksimum, 

jumlah barang sejenis yang bisa dioptimalkan sampai dengan kebutuhan 
riil yang merupakan kesimpulan riil dari usulan tersebut.

Tabel 3.3  
Daftar Menu Perencanaan, Input dan Output

URAIAN KETERANGAN

PERENCANAAN

INPUT :

RKBMD Pengadaan
Gol. A Gol. A - Tanah
Gol. B Gol. B - Peralatan dan Mesin
Gol. C Gol. C - Gedung dan Bangunan
Gol. D Gol. D - Jalan, Irigasi dan Jaringan
Gol. E Gol. E - Aset Tetap Lainnya
Analisis Kebutuhan Gol. A Gol. A - Tanah (Analisis)
Analisis Kebutuhan Gol. B Gol. B - Peralatan dan Mesin (Analisis)
Analisis Kebutuhan Gol. C Gol. C - Gedung dan Bangunan (Analisis)
Analisis Kebutuhan Gol. D Gol. D - Jalan, Irigasi dan Jaringan (Analisis)
Analisis Kebutuhan Gol. E Gol. E - Aset Tetap Lainnya (Analisis)

RKBMD Pemeliharaan
Golongan A/B/C/D/E Golongan A/B/C/D/E
Analisis Kebutuhan Golongan 
A/B/C/D/E

Golongan A/B/C/D/E (Analisis)

Kegiatan dan Kode Rekening
Program/Kegiatan Digunakan untuk proses penyusunan RKBMD

OUTPUT:
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URAIAN KETERANGAN

Dokumen Perencanaan
Usulan RKBMD Pengadaan Usulan: Jumlah, Jumlah Maksimum, Jumlah 

Barang yang bisa dioptimalkan dan Kebutuhan Riil.
Hasil Penelaahan RKBMD 
Pengadaan

Kesimpulan: Jumlah yang disetujui berdasarkan 
ketersediaan anggaran.

Usulan RKBMD Pemeliharaan Usulan/Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan.
Hasil Penelaahan RKBMD 
Pemeliharaan

Kesimpulan: Usulan/Jumlah Kebutuhan 
Pemeliharaan yang disetujui.

Dokumen Rencana Pengadaan 
BMD

Dokumen Induk (seluruh SKPD).

Dokumen Rencana 
Pemeliharaan BMD

Dokumen Induk (seluruh SKPD).

D.	 Dokumen
Pada modul dokumen ini, tidak terdapat fitur input data dan yang 

ada hanyalah tautan-tautan (links) untuk membuka semua kartu/buku/
dokumen/laporan yang dihasilkan oleh modul-modul yang lain. Jadi modul 
dokumen ini hanya semacam alternatif akses yang sifatnya lebih cepat 
untuk membuka-buka kartu/buku/dokumen/laporan. Pengelompokan 
kartu/buku/dokumen/laporan dalam modul ini adalah terdiri dari:
1.	 Inventaris (diperoleh dari modul pembukuan aset tetap dan modul 

admin);
2.	 Perencanaan (diperoleh dari modul perencanaan);
3.	 Lain-lain (diperoleh selain butir 1, 2 dan 4, seperti modul pembukuan 

pemeliharaan, penyusutan).

E.	 Admin
Modul admin adalah modul khusus yang digunakan oleh admin 

dalam menyiapkan dan memelihara data master, mengatur hak akses 
pengguna dan membuat pengumuman kepada pengguna terkait dengan 
pengoperasian sistem, khususnya dan pengelolaan BMD umumnya. 
Substansi modul admin adalah meliputi pemeliharaan data pengguna, 
data pemerintah daerah beserta susunan organisasi dan data kodefikasi 
BMD (kode barang, kode lokasi dan kode rekening belanja). Melalui 
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antarmuka menu modul Admin dapat dilihat struktur modul admin 
secara terperinci (Gambar 3.1).

Gambar 3.1 Menu Modul Admin
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Sistem selama ini selalu dikembangkan secara bertahap sesuai 
kebutuhan, namun kali ini sistem dikembangkan karena mendesaknya 
jadwal pelaksanaan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri 
Nomor 108 tahun 2016. Pada kenyataannya pengembangan sistem 
dilaksanakan tidak hanya terbatas karena aspek peraturan tersebut, 
namun juga aspek-aspek lain yang dianggap perlu dan penting di mana 
secara praktis semua aspek diperbarui kecuali sistematika aplikasi yang 
tetap dipertahankan seperti versi aplikasi terdahulu yang berdasarkan 
Permendagri Nomor 17 tahun 2007.

A.	Halaman/Antarmuka
Pengembangan sistem yang pertama-pertama diperbarui adalah 

antarmuka, sedemikian rupa sehingga lebih akrab pengguna (user 
friendly) dan ramah tablet sementara interaktivitas tetap dijaga, area 
antarmuka lebih leluasa, tata letaknya dibuat proporsional, tampilan 
lebih konsisten, pemilihan warna komponen antarmuka juga diperhatikan 
sehingga tampak elok atau enak dipandang. Aspek ini akan dijelaskan 
satu persatu, secara terperinci sebagaimana uraian di bawah ini.

BAB iv

BAB IV

Aspek 
Pengembangan Baru
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1.	 Formulir/Register
Tampilan antarmuka formulir/register pada halaman-halaman sistem 

diatur melalui CSS sehingga tampilannya baik teks, horizontal row, 
tabel-tabel, kotak teks, lapisan-lapisan menu terlihat tertib/konsisten, 
rapi, menarik dan fungsional. Penyesuaian/perubahan gaya tampilan 
seperti warna, ukuran, urutan lapisan dari komponen-komponen halaman 
akan mudah diubah-ubah sesuai kebutuhan dan selera (Gambar 4.1).

Penggunaan aplikasi pada tablet dibuat lebih responsif di mana 
tombol dan teks pada antarmuka dibuat cukup besar supaya bisa 
digunakan dengan nyaman. Di samping itu, lapisan-lapisan pada 
antarmuka dibuat fleksibel sehingga tampilannya akan tetap tertib, rapi, 
dan menarik walaupun ukuran layar terminal bervariasi ukurannya, yaitu 
di antaranya komputer terminal, laptop, tablet dan TV.

Gambar 4.1 Formulir dalam Tampilan Tablet

2.	 Sistem Menu
Berbeda dengan sistem versi sebelumnya di mana menu modul 

terletak pada halaman sendiri-sendiri sehingga setiap akan mengakses 
menu modul, maka harus berpindah-pindah halaman terlebih dahulu, 
SIMBADA versi 2020 ini mempunyai sistem menu berupa lapisan 
menu untuk mengakses lima susunan menu modul yaitu pembukuan, 
inventarisasi, perencanaan, dokumen dan admin. Setiap susunan menu 
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modul ditampilkan pada lapisan menu dengan menggunakan teknik 
AJAX di mana web browser tidak perlu memuat ulang keseluruhan 
halaman dan hanya perlu memuat susunan menu modul yang dibuka 
pengguna (Gambar 4.2.).

Gambar 4.2 Menu Modul Dengan Teknik AJAX

3.	 Dokumen
Tampilan dokumen keluaran dari sistem baik berupa kartu, buku, 

laporan dan dokumen lainnya dalam hal format sama dengan sistem 
versi-versi sebelumnya, namun terdapat perbedaan dengan versi-versi 
sebelumnya di mana menu-menu untuk penyaringan data dan informasi 
pada versi-versi sebelumnya dibuka dengan cara mengeklik variabel yang 
terdapat pada halaman antar muka, sedangkan pada SIMBADA versi 
2020 menu-menu dimaksud dikumpulkan dan tersusun rapi pada top 
bar yang ada pada dokumen. Susunan menu pada top bar tersebut 
bervariasi bergantung pada jenis dokumen, sementara cara menampilkan 
dokumen tersebut juga bervariasi ada yang pada window pop (Gambar 
4.3) dan ada yang pada window tab (Gambar 4.4). 
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Gambar 4.3 Dokumen ditampilkan pada window pop 

Gambar 4.4 Dokumen ditampilkan pada window tab

	 Dokumen yang ditampilkan pada window pop adalah dokumen 
yang sifatnya besar dan terperinci sedangkan dokumen yang ditampilkan 
pada window tab adalah dokumen-dokumen bersifat ikhtisar/ringkasan 
(summary). Pada dokumen ikhtisar tersebut, dengan mengeklik item-
item di dalam dokumen yang bersangkutan dapat dibuka dokumen 
perincian terkait dari item-item tersebut (Gambar 4.5).
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Gambar 4.5 Dokumen Perincian Item yang Ditampilkan pada window pop

3.	 Antarmuka Inventarisasi
Antarmuka inventarisasi hampir semuanya mengalami perubahan di 

mana kalau sistem terdahulu menggunakan window pop yang besar, 
yang di dalamnya sekaligus terdapat daftar aset, peta aset, fasilitas 
pencarian dan seterusnya, sedangkan pada SIMBADA versi 2020 sekarang 
ini peta aset dipisahkan di window tab yang lain dan dibuka setelah 
menekan tautan (link) ke antarmuka peta tersebut.

a.	 Daftar Aset
Dengan dipisahkan peta aset secara khusus tersebut menyebabkan 

daftar aset (Gambar 4.6) menjadi lebar sehingga dapat menerapkan 
teks yang cukup besar yang akan memudahkan apabila dibuka di tablet 
dan di samping itu spasi peta aset juga lebih optimal sehingga dapat 
menunjukkan sejumlah titik koordinat aset dengan baik, seperti tanah, 
gedung, jalan, dan seterusnya. Daftar aset ini merupakan halaman 
induk untuk proses inventarisasi di mana dari daftar ini pengguna 
dapat melakukan searching, membuka form koordinat, upload foto, 
perincian data aset berikut pengeditannya. REA
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Gambar 4.6 Daftar Aset Inventarisasi

b.	 Peta Aset
Pada modul inventarisasi, peta aset dapat dikelola dan memberikan 

informasi spasial terkait aset-aset tersebut terutama aset tanah, gedung, 
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Di dalam peta-peta aset tersebut 
akan terdapat form untuk menampung isian data koordinat aset yaitu 
longitude (bujur) dan latitude (lintang), yang apabila diisi dengan data 
valid akan menyebabkan dapat ditampilkannya letak persis aset terkait 
di dalam peta tersebut (Gambar 4.7).

c.	 Upload Foto dan Album
Foto-foto aset juga dapat di upload (Gambar 4.8) sehingga pada 

gambar penanda letak aset tersebut kita dapat melihat foto aset 
(Gambar 4.8) dengan keterangan nama aset, alamat, kode lokasi, kode 
barang dan seterusnya. Di samping itu, apabila dianggap perlu karena 
misalnya aset terkait nilainya dianggap cukup berarti maka pengguna 
dapat membuat album foto (Gambar 4.9) aset terkait dengan cara 
membuka fitur album dan meng-upload foto-foto (Gambar 4.9) yang 
dianggap penting untuk di upload, kemudian foto-foto pada album 
tersebut dapat dibuka dengan ukuran close up (Gambar 4.10).REA
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Gambar 4.7 Contoh Peta Aset (Inventarisasi)

Gambar 4.8 Form Upload Foto Aset
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Gambar 4.9 Album Foto dan Upload Foto

Gambar 4.10 Foto Aset Close Up

B.	 Sistem Kodefikasi
Dengan terbitnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang 

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, kebijakan yang 
mengatur mengenai sistem kodefikasi baru BMD menimbulkan 
konsekuensi yang mengharuskan perubahan mendasar di dalam sistem 
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di mana perubahan sistem kodefikasi tersebut yang berupa perubahan 
format kode barang dan kode lokasi di mana susunannya masing-
masing merupakan kunci atau referensi dari proses keseluruhan di 
dalam sistem dari penginputan, pemrosesan data menjadi laporan 
sampai dengan penyajian laporan. Perubahan sistem kodefikasi tersebut 
juga berpengaruh sekali terhadap database yang telah dikembangkan 
sebelumnya selama bertahun-tahun sehingga perlunya proses migrasi/
pembaruan database untuk dapat menyesuaikan agar sesuai dengan 
kondisi yang baru sehingga terhindar dari penginputan ulang yang 
pasti akan memakan waktu lama, melelahkan dan menguras anggaran.

Sistem kodefikasi dengan kebijakan baru tersebut secara singkat 
dan jelas dijelaskan melalui bagan berikut (Gambar 4.11, Gambar 4.12 
dan Gambar 4.13 ):

x xx xx xx xx xx xx • • • • • • •

•••••••x x x x x x x x xx x x x x xx x x
xx xxx x xx x xx xx x x

Kode status kepemilikan 
barang
Kode Intrakompatabel atau 
Ekstrakompatabel

Kode Kuasa Pengguna Barang
Kode Sub Kuasa Pengguna 
Barang

Kode Pengguna Barang atau 
Pengelola Barang

Kode Provinsi

Tahun Perolehan

Nomor Urut Pendaftaran
Sub-Sub Rincian Objek
Sub Rincian Objek
Rincian Objek
Objek
Jenis
Kelompok
Akun

Kode Kabupaten/Kota

Gambar 4.11 Bagan Sistem Kodefikasi BMDREA
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Gambar 4.12 Antarmuka Kodefikasi BMD

Gambar 4.13 Antarmuka Susunan Lokasi
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C.	 Fitur Perencanaan
Dengan terbitnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada dasarnya proses 
penatausahaan masih tetap sama sebagaimana yang dipedomani pada 
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
BMD. Perubahan yang harus diakomodasi di dalam sistem adalah fitur 
perencanaan di mana pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 yang 
baru tersebut proses perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan 
BMD diatur secara profesional serta adanya pedoman untuk proses 
penelaahan usulan perencanaan sedemikian rupa sehingga menghasilkan 
daftar rencana pengadaan dan daftar rencana pemeliharaan yang jauh 
lebih riil dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran sekaligus.

Dokumen-dokumen yang dihasilkan dari fitur perencanaan yang 
baru adalah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan 
Hasil Penelaahan RKBMD itu sendiri. Sejumlah format dokumen yang 
diperoleh dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 untuk diterapkan 
di dalam sistem adalah sebagai berikut.
1.	 Usulan RKBMD pengadaan.
2.	 Usulan RKBMD pemeliharaan.
3.	 Hasil Penelaahan RKBMD pengadaan.
4.	 Hasil penelaahan RKBM pemeliharaan.
5.	 Dokumen rencana pengadaan BMD.
6.	 Dokumen rencana pemeliharaan BMD.

REA
DIN

G C
OPY

REA
DIN

G C
OPY



50	 Panduan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Barang E-KEUDA

Gambar 4.14 Dokumen RKBMD berdasarkan Format Permendagri 
Nomor 19 Tahun 2016

D.	 Penambahan dan Penghilangan Fitur
Di dalam pengembangan sistem baru ini, telah dilakukan penambahan 

fitur yang dibutuhkan sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, 
yaitu pembukuan aset lainnya (golongan G) yang pengoperasiannya 
akan dijelaskan pada Bab 7. Di sisi lain juga dilakukan penghilangan 
fitur pembukuan persediaan, dengan pertimbangan kurang cocok 
apabila disatukan dengan pembukuan aset tetap, mengingat pada 
kenyataannya karakter aset persediaan sangat berbeda dengan aset 
tetap. Hal yang paling penting dari rancangan sistem adalah pembukuan 
aset persediaan adalah tidak menerapkan kode lokasi, karena lazimnya 
letak aset persediaan di tempat penyimpanan, seperti gudang, tangki 
dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk menangani pembukuan aset 
persediaan dirancang dan dibuat sistem tersendiri seperti yang pernah 
dilakukan di Kota Bandung Jawa Barat.
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E.	 Penerapan XML
Di dalam sistem, XML yang berfungsi sebagai kontainer data yang 

dikirim dari server ke komputer klien dan diterapkan secara intensif 
pada SIMBADA, di mana pengiriman data melalui XML tersebut 
sehingga menyebabkan pengguna yang sedang berinteraksi antarmuka di 
halaman web pada browser merasakan seolah sedang bekerja dengan 
aplikasi desktop yang datanya langsung bisa dimuat, diproses dan 
dilihat secara instan. Penerapan XML telah dilakukan pada versi-versi 
sistem sebelumnya, namun terdapat kelemahan di dalam penerapan 
XML tersebut di mana pemuatan halaman terjadi cukup lama bahkan 
sangat lama karena di dalam halaman web terkait mengandung data 
di dalam XML sehingga persoalan ini perlu dicarikan jalan keluarnya.

Pada SIMBADA versi 2020, persoalan-persoalan terkait penerapan 
XML tersebut telah diupayakan beberapa perbaikan yang berdampak 
pada peningkatan kinerja sistem di mana pemuatan halaman dibuat 
jauh lebih cepat sementara interaktivitas antarmuka tetap bisa diper
tahankan sebagaimana versi sebelumnya. Metode yang dilakukan dalam 
mempercepat pemuatan halaman yang mengandung XML adalah 
dengan cara memfilter data dengan menambahkan variabel tahun 
buku (periode) dan kode lokasi subunit kerja (kuasa pengguna barang) 
sehingga data yang dibawa XML hanya yang relevan dengan pengguna 
yang bersangkutan (Gambar 4.15).

Gambar 4.15 Form Penyiapan Awal
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Sebelum memulai menjalankan sistem, terlebih dahulu harus di
bangun sarana instalasi server dan jaringan yang terhubung dengan 
internet. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, SIMBADA.2020 dan SIMBADA 
versi-sebelumnya dirancang dan dikembangkan dengan menerapkan 
teknologi web (dengan arsitektur 3-tier-nya), platform Windows Server 
(dengan IIS Web Server dan ASP Server Script) dan sistem manajemen 
database MySQL, secara lebih konkret di dalam penerapan sistem ini, 
konfigurasi instalasi tentunya mempunyai banyak sekali kemungkinan, 
namun pada Bab 5 ini akan dijelaskan hanya mengenai instalasi dan 
konfigurasi sistem, yang lazim diterapkan di pemerintah daerah dan 
yang paling ideal diterapkan di pemerintah daerah.

 

A.	 Instalasi yang Lazim Diterapkan di Pemerintah 
Daerah Saat Ini
Di lingkungan pemerintah daerah, pencapaian penerapan sistem/

teknologi informasi sangat bervariasi, dengan ukuran indeks SPBE (Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan tingkatan tertinggi 5, ada 
yang masih level 1, tapi ada juga yang sudah level 4 atau 5, namun 

BAB V

Instalasi dan 
Pengaksesan Sistem
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demikian secara umum tahun 2018, hasil evaluasi SPBE yang dilakukan 
pada 616 instansi pemerintah pusat dan daerah menghasilkan gambaran 
tentang indeks SPBE Nasional sebesar 1,98, di mana masih di bawah 
target yakni 2,6 dengan kata lain masih rendah sehingga masih perlu 
banyak peningkatan. Pada bab ini akan dibahas mengenai instalasi yang 
umum digunakan oleh pemerintah daerah, di dalam penerapan sistem/
teknologi informasi yang berbasis internet yang termasuk SIMBADA di 
dalamnya. Instalasi dan konfigurasi jenis pertama ini, yaitu topologi 
server tunggal, di mana pada tier-1 (Komputer Klien, Tablet atau Smart 
Phone) pada dasarnya sama saja dengan konfigurasi jenis mana pun 
yang penting peralatan tersebut terhubung dengan internet dan terinstal 
web browser apa pun seperti Chrome, Mozilla, Opera, Microsoft Edge 
dan seterusnya sedangkan pada tier-2 dan tier-3 terinstal di dalam 
satu server dengan kata lain web sever dan database server terinstal 
dalam satu server. 

Gambar 5.1 Standar topologi Server Tunggal

1.	 Server
Server komputer yang digunakan oleh pemerintah daerah secara 

umum termasuk ke dalam golongan small dan medium business 
server atau disingkat SMB server dengan Merek IBM, Dell, Lenovo, 
HP, Fujitsu (Gambar 5.2). Standar instalasi SIMBADA.2020 dan versi-
versi sebelumnya SMB server ini harus diinstal dengan sistem operasi 
Windows Server dan setelah itu diinstal MySQL Server, SQLYog (MySQL 
Database Admistration Tool), Webpage Editor (Dreamweaver, Frontpages 
dan lain-lain).REA
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Gambar 5.2 Small and Medium Business (SMB) Server

2.	 Akses Internet
Dalam pengoperasian aplikasi, akses internet mutlak harus ada 

supaya sistem bisa diakses secara luas oleh pengguna dari mana saja 
dan kapan saja. Akses internet ini diperoleh dari Internet Service Provider 
(ISP) dan untuk menjamin keandalan lalu lintas data di mana harus 
cukup cepat dan stabil, maka disarankan untuk menggunakan layanan 
Icon+ Internet Corporate atau Telkom Astinet dengan lebar bandwith 
minmum 3 MBPS yang akan dijelaskan secara rinci berikut ini.
a.	 Icon+ Internet Corporate 

Penyedia	 :	 PT Indonesia Comnets Plus (ICON+)
Deskripsi	 :	 Internet Corporate merupakan layanan akses kelas 

premium dengan besaran bandwidth terjamin tanpa 
batasan waktu yang sangat sesuai bagi perusahaan 
yang membutuhkan: 1) selalu terkoneksi sepanjang 
waktu (24 jam/hari dan 7 hari/minggu ); 2) penyedia 
content E-Business, E-Government dan sebagainya; 
3) pertukaran informasi data, multimedia dan video 
conference yang intensif.
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\

\\\\

Gambar 5.3 Spesifikasi dan Fitur layanan Internet Corporate ICON+

c.	 Paket Telkom Astinet
Telkom Astinet adalah layanan internet dari TELKOM INDONESIA, 

Layanan ini menyediakan akses internet dedicated ke internet global 
menggunakan teknologi serat optik. Telkom astinet cocok untuk lembaga 
atau bisnis yang bergantung pada koneksi internet, Telkom Astinet 
menyediakan Internet cepat dan premium untuk kebutuhan lembaga 
dan bisnis

Kelebihan Telkom Astinet adalah sebagai berikut.
1)	 Pelanggan dapat menikmati layanan internet dengan kenyamanan 

akses selama 24 jam.
2)	 Kecepatan bervariasi mulai 1 Mbps atau kelipatannya (Hingga 10 

Mbps.)
3)	 Cepat & andal.

Keuntungan Telkom Astinet adalah sebagai berikut.
1)	 Jangkauan layanan astinet sudah terpasang telkomnet yang terpasang 

router acces.
2)	 Network Monitoring MRTG (Sesuai permintaan pelanggan).
3)	 Mendapatkan *GRATIS* 5 IP Tombol address Statik
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4)	 Router Border – Router Backbone share utilitas maksimum 80% 
Waktu delay dari CPE ke Router Gateway ≤ 400 msRouter pelanggan 
– Router Gateway maksimum 8 hop.

5)	 Aplikasi yang dapat disupport Web Surfing (http) Email (smtp) File 
Transfer (ftp) Instant Messaging

B.	 Instalasi yang Ideal Diterapkan di Pemerintah 
Daerah
Instalasi dan konfigurasi jenis kedua adalah topologi server dua 

tingkat (2-tier), di mana seperti pada topologi sebelumnya, pada tier-
1 (komputer klien, tablet atau smart phone), sedangkan pada tier-2 
terdapat sejumlah Web Server dan tier-3 adalah Data Center dengan 
dilengkapi DRC (Disaster Recovery Center). 

Gambar 5.4 Standar topologi Server dua tingkat (2-tier)

Gambar 5.5 Standar topologi Server tiga tingkat (3-tier)
	
Spesifikasi dan fitur Server dan jaringan disesuaikan dengan hasil 

analisis kebutuhan instalasi server aplikasi serta data center. Oleh sebab 
itu untuk mendapatkan instalasi dan konfigurasi yang optimal harus 
dilakukan oleh pihak ahli dan pihak terkait lainnya. 
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C.	 Pengaksesan Sistem
Setelah sistem, hardware, software dan jaringan terinstal dengan 

sempurna sedemikan rupa sehingga berjalan sebagai mestinya, maka 
dengan sendirinya sistem sudah bisa diakses dan digunakan oleh 
pengguna. Untuk keperluan tinjauan, uji coba atau pelatihan, maka 
pengguna dan pihak yang berkepentingan lainnya dapat mengakses 
sistem dengan web browser (seperti Chrome, Microsoft Edge, Apple 
Safari, Mozilla, Opera atau yang lainnya) dari komputer klien, tablet, 
atau gadget lainnya) dengan Uniform Resource Locator (URL) atau 
alamat web dapat diminta kepada penulis atau pengembang sistem, 
selanjutnya dapatkan User ID dan Password (Gambar 5.6).

Gambar 5.6 Halaman Login
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Pada modul admin ini terdapat fitur pemeliharaan data pengguna, 
data organisasi dan kodefikasi. Semua fitur di dalam modul admin berguna 
untuk penyiapan dan pemeliharaan data master serta pengelolaan data 
pengguna yang akan dijelaskan secara terperinci sebagaimana berikut.

A.	Pengelolaan Pengguna
Modul pengelolaan pengguna pada sistem ini adalah modul yang 

digunakan untuk mengelola aktivitas pengguna dimulai dari proses 
pendaftaran, pengaktifan, pemberian hak akses, user log serta peng
umuman terkait sistem dan pengelolaan BMD. Modul ini secara eksklusif 
hanya bisa digunakan oleh administrator sistem dan pengguna berstatus 
administrator (admin) ini biasanya ditugaskan untuk mengelola sistem 
secara keseluruhan.

1.	 Pendaftaran Pengguna
Proses ini dilakukan ketika pengguna belum memiliki User ID dan 

Password yang akan digunakan untuk mengakses sistem. Setelah proses 
pendaftaran tersebut dilakukan, maka admin akan mengaktivasi akun 

BAB VI

Modul Khusus Admin
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pengguna dan mengatur hak akses sesuai dengan tugas dan fungsi 
masing-masing. Untuk melakukan pendaftaran dapat dilakukan dengan 
2 cara, yang pertama pendaftaran pengguna dilakukan oleh admin 
dan yang kedua dilakukan sendiri oleh pengguna melalui halaman 
Login. Pada dasarnya proses pendaftaran tersebut baik cara pertama 
maupun cara kedua adalah sama saja, tetapi secara umum pendaftaran 
dilakukan sendiri oleh pengguna dan prosedur yang akan dijelaskan 
sebagai berikut, sedangkan cara kedua, yaitu pendaftaran sendiri oleh 
pengguna.

a.	 Langkah 1
Buka halaman login (Gambar 6.1), klik tautan pengguna baru dan 

akan tampil halaman pendaftaran pengguna (Gambar 6.2):

Gambar 6.1 Halaman Login SIMBADA 
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Gambar 6.2 Halaman Pendaftaran Pengguna

b.	 Langkah 2 
Isi data pengguna pada form pendaftaran pengguna, kemudian 

klik tombol save dan setelah data terkirim ke server dapat segera 
menghubungi admin untuk proses aktivasi dan pengaturan hak akses.

c.	 Langkah 3 
Setelah diaktivasi dan hak akses diatur oleh admin, maka pengguna 

dapat langsung mengakses sistem melalui halaman login.

2.	 Penggunaan Log Pengguna
Untuk memonitoring penggunaan sistem oleh pengguna, admin dapat 

menggunakan fitur log pengguna (Gambar 6.3). Pada fitur ini admin 
dapat mengetahui pengguna yang mengakses masuk dan keluar sistem. 
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Gambar 6.3 Halaman Log Pengguna

3.	 Pengaktifan dan Pengaturan Hak Akses Pengguna
Pengguna yang telah melakukan pendaftaran, oleh admin akan 

diverifikasi dan apabila memenuhi persyaratan pengguna akan diaktifkan 
oleh admin dan diberikan hak akses sesuai tugas dan fungsi (gambar 
6.4). Pemberian hak akses ini menentukan fitur apa saja yang bisa 
diakses oleh pengguna dan bila diperlukan admin bisa menambah atau 
mengurangi fitur yang bisa diakses (Gambar 6.5).

Gambar 6.4 Halaman Register Pengguna
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Gambar 6.5 Halaman Hak Akses
	

4.	 Pengumuman
Menu ini digunakan ketika admin sistem ingin memberikan 

informasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang daerah. Informasi 
ini biasanya berisi jadwal uji coba sistem, jadwal entry data aset dan 
jadwal pelaporan. Tampilan menu ini dapat dilihat pada Gambar 6.6 
dan Gambar 6.7 di bawah ini.

Gambar 6.6 Halaman Admin
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Gambar 6.7 Halaman Pengumuman

B.	 Organisasi
Fitur ini digunakan untuk memelihara data organisasi pemerintah 

daerah yang menerapkan sistem sekaligus sebagai pihak yang mengelola 
BMD serta SKPD pengguna barang termasuk di dalamnya unit maupun 
sub unit organisasi. Halaman organisasi ini memuat semua data-data 
SKPD/unit kerja pengguna barang data personil terkait (Gambar 6.8).

Gambar 6.8 Organisasi Pemerintah Daerah
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Pihak admin bisa mengubah perincian informasi pada halaman ini 
dengan mengklik tombol edit di kanan atas (Gambar 6.9).

Gambar 6.9 Halaman Edit Organisasi Pemerintah Daerah

Dengan cara mengeklik tombol save jika data organisasi pemerintah 
daerah telah dilengkapi dan reset jika ingin mengganti semuanya 
dengan data baru. 

Gambar 6.10 OPD/SKPD Pengguna Barang dan Pengelola Barang
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C.	 Kodefikasi Barang dan Dokumen Kodefikasi
Fitur ini digunakan untuk mengatur seluruh kode barang yang 

susunannya sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 dan 
juga disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah masing-masing. 
Fitur ini juga digunakan untuk mengelola susunan lokasi (kode lokasi)/ 
sub unit OPD sebagai kuasa pengguna barang daerah.

Gambar 6.11 Susunan Kode Barang

Gambar 6.12 Susunan Lokasi
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Gambar 6.13 Dokumen Kode Barang

\\

Gambar 6.14 Dokumen Kode LokasiREA
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Modul pembukuan digunakan untuk membukukan aset tetap dan 
aset lainnya dari golongan A sampai dengan G. Jenis-jenis pembukuan 
tersebut adalah pendaftaran, penghapusan, pemeliharaan, penyusutan 
dan penyesuaian di mana masing-masing golongan mempunyai form 
sendiri-sendiri yang akan dijelaskan secara rinci pada bab 7 ini.

A.	Pendaftaran dan Penghapusan
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pendaftaran dan peng

hapusan aset dengan memberikan contoh kasus golongan B (peralatan 
dan mesin) dan golongan C (gedung dan bangunan). Adapun golongan 
A, D dan G prosedurnya akan dicontohkan dengan pendaftaran dan 
penghapusan golongan C, sedangkan golongan E akan dicontohkan 
oleh golongan B.

1.	 Pendaftaran
Aset-aset yang baru diperoleh melalui pengadaan, hibah, tukar 

menukar atau yang lainnya wajib didaftarkan ke dalam sistem sehingga 
data aset yang bersangkutan tersimpan dengan baik di dalam database 
sistem. Pada giliran berikutnya sistem database akan menyediakan data 

BAB VII

Pengoperasian 
Modul Pembukuan
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dan informasi yang diwajibkan/dibutuhkan melalui aplikasi berupa kartu, 
buku, dokumen, maupun laporan. Berikut ini adalah contoh prosedur 
pendaftaran (golongan B).	

a.	 Langkah 1
Buka menu pembukuan di samping kiri (Gambar 7.1) dan klik 

tautan pendaftaran (golongan B) sehingga akan tampil halaman register 
pendaftaran golongan B (Gambar 7.2).

Gambar 7.1 Modul Aset Tetap

Gambar 7.2 Register Peralatan dan Mesin
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b.	 Langkah 2
Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengeklik tautan tombol 

add di register pendaftaran peralatan dan mesin untuk menambah atau 
memasukkan aset baru (Gambar 7.2) dan akan muncul tampilan seperti 
gambar 7.3 dan Gambar 7.4. Pengguna hanya melengkapi data-data yang 
berhubungan dengan aset, seperti kode barang, kode lokasi, nomor dan 
tanggal spk, jumlah barang serta harga satuan ataupun harga kontrak 
dan untuk golongan aset E hanya digambarkan dalam bentuk screenshot 
karena langkah yang harus dilakukan sama saja.

Gambar 7.3 Pendaftaran Peralatan dan Mesin

Gambar 7.4 Form Pendaftaran Peralatan dan Mesin
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Gambar 7.5 Register pendaftaran Tanah

 

Gambar 7.6 Pendaftaran Tanah

Berikut ini adalah contoh prosedur pendaftaran (golongan A).	
a.	 Langkah 1

Buka menu pembukuan di samping kiri (Gambar 7.1) dan klik 
tautan pendaftaran (golongan A) sehingga akan tampil halaman register 
pendaftaran golongan A (Gambar 7.6).
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b.	 Langkah 2
Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengeklik tautan 

tombol add di register pendaftaran tanah untuk menambah atau 
memasukkan aset baru (Gambar 7.5) dan akan muncul tampilan seperti 
Gambar 7.7. Pengguna hanya melengkapi data-data yang berhubungan 
dengan aset seperti kode barang, nomor sertifikat, kode lokasi, nomor 
dan tanggal SPK, luas bidang tanah serta harga satuan ataupun harga 
kontrak. Prosedur pendaftaran golongan A, D dan G dapat mengikuti 
contoh prosedur golongan C dan hanya digambarkan dalam bentuk 
screenshot karena langkah yang harus dilakukan sama saja.

\
Gambar 7.7 Register Gedung dan Bangunan

Gambar 7.8 Pendaftaran Gedung dan Bangunan
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Berikut ini adalah contoh prosedur pendaftaran (golongan C).	
a.	 Langkah 1

Buka menu pembukuan di samping kiri (Gambar 7.1) dan klik 
tautan pendaftaran (golongan C) sehingga akan tampil halaman register 
pendaftaran golongan C (Gambar 7.7).

b.	 Langkah 2
Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengeklik tautan tombol 

add di register pendaftaran gedung dan bangunan untuk menambah 
atau memasukan aset baru (Gambar 7.7) dan akan muncul tampilan 
seperti Gambar 7.8. Pengguna hanya melengkapi data-data yang 
berhubungan dengan aset seperti kode barang, kode lokasi, nomor dan 
tanggal SPK, luas bangunan serta harga satuan ataupun harga kontrak. 
Prosedur pendaftaran golongan A, D dan G dapat mengikuti contoh 
prosedur golongan C dan hanya digambarkan dalam bentuk screenshot 
dikarenakan langkah yang harus dilakukan sama saja

Berikut ini adalah contoh prosedur pendaftaran (golongan D).	
a.	 Langkah 1

Buka menu pembukuan disamping kiri (Gambar 7.1) dan klik 
tautan pendaftaran (golongan C) sehingga akan tampil halaman register 
pendaftaran golongan C (Gambar 7.9).

b.	 Langkah 2
Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengeklik tautan tombol 

add di register pendaftaran gedung dan bangunan untuk menambah 
atau memasukkan aset baru (Gambar 7.9) dan akan muncul tampilan 
seperti Gambar 7.10. Pengguna hanya melengkapi data-data yang 
berhubungan dengan aset, seperti kode barang, kode lokasi, nomor dan 
tanggal SPK, luas bidang jalan, jaringan dan irigasi serta harga satuan 
ataupun harga kontrak. Prosedur pendaftaran golongan A, D dan G 
dapat mengikuti contoh prosedur golongan C dan hanya digambarkan 
dalam bentuk screenshot karena langkah yang harus dilakukan sama sajaREA
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Gambar 7.9 Register Jalan, Jaringan dan Irigasi

 

Gambar 7.10 Pendaftaran Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini adalah contoh prosedur pendaftaran (golongan E).
a.	 Langkah 1

Buka menu pembukuan di samping kiri (Gambar 7.1) dan klik 
tautan pendaftaran (golongan E) sehingga akan tampil halaman register 
pendaftaran golongan E (Gambar 7.11).

b.	 Langkah 2
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Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengeklik tautan 
tombol add di register pendaftaran aset tetap lainnya untuk menambah 
atau memasukkan aset baru (Gambar 7.11) dan akan muncul tampilan 
seperti Gambar 7.12 dan Gambar 7.13. Pengguna hanya melengkapi 
data-data yang berhubungan dengan aset seperti kode barang, kode 
lokasi, nomor dan tanggal SPK, jumlah barang serta harga satuan 
ataupun harga kontrak dan untuk golongan aset E hanya digambarkan 
dalam bentuk screenshot karena langkah yang harus dilakukan sama 
saja.	

Gambar 7.11 Register Aset Tetap Lainnya

Gambar 7.12 Pendaftaran Aset Tetap Lainnya
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Gambar 7.13 Form Isian Aset Tetap Lainnya

Berikut ini adalah contoh prosedur pendaftaran (golongan F).	
a.	 Langkah 1

Buka menu pembukuan di samping kiri (Gambar 7.1) dan klik 
tautan pendaftaran (golongan C) sehingga akan tampil halaman register 
pendaftaran golongan C (Gambar 7.14).

b.	 Langkah 2
Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengeklik tautan 

tombol add di register pendaftaran gedung dan bangunan untuk 
menambah atau memasukkan aset baru (gambar 7.14) dan akan 
muncul tampilan seperti Gambar 7.15. Pengguna hanya melengkapi 
data-data yang berhubungan dengan aset seperti kode barang, kode 
lokasi, nomor dan tanggal, luas bidang jalan, jaringan dan irigasi serta 
harga satuan ataupun harga kontrak. Prosedur pendaftaran golongan 
A, D dan G dapat mengikuti contoh prosedur golongan C dan hanya 
digambarkan dalam bentuk screenshot karena Langkah yang harus 
dilakukan sama sajaREA
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Gambar 7.14 Register Konstruksi dalam Pengerjaan

Gambar 7.15 Pendaftaran Konstruksi dalam Pengerjaan

Berikut ini adalah contoh prosedur pendaftaran (golongan G).	
a.	 Langkah 1

Buka menu pembukuan di samping kiri (Gambar 7.1) dan klik 
tautan pendaftaran (golongan C) sehingga akan tampil halaman register 
pendaftaran golongan C (Gambar 7.16).REA
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b.	 Langkah 2
Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengeklik tautan 

tombol add di register pendaftaran gedung dan bangunan untuk 
menambah atau memasukkan aset baru (Gambar 7.16) dan akan 
muncul tampilan seperti Gambar 7.17. Pengguna hanya melengkapi 
data-data yang berhubungan dengan aset, seperti kode barang, kode 
lokasi, nomor dan tanggal SPK, luas bidang jalan, jaringan dan irigasi 
serta harga satuan ataupun harga kontrak. 

Gambar 7.16 Register Aset Lainnya

Gambar 7.17 Pendaftaran Aset LainnyaREA
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2.	 Penghapusan
Proses penghapusan aset terjadi jika aset tersebut memenuhi 

beberapa kondisi, yaitu aset tersebut dimutasikan ke OPD lain ataupun 
ke lembaga lain, barang dalam kondisi rusak berat atau barang tersebut 
dilakukan rehabilitasi sedang atau berat dan adanya reclass antar 
golongan aset. Langkah pertama dari penghapusan ini hampir mirip 
dengan Langkah pendaftaran aset bedanya hanya pada link tautan 
yang dipilih, contoh yang akan diberikan adalah penghapusan golongan 
B (peralatan dan mesin).

Gambar 7.18 Register Penghapusan Aset

Gambar 7.19 Penghapusan Aset
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B.	 Dokumen-Dokumen
Dokumen-dokumen di bawah ini digunakan untuk pelaporan BMD. 

Proses untuk pengaksesan sama dengan langkah pertama pendaftaran 
aset.

Gambar 7.20 KIB A

Gambar 7.21 KIB B
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Gambar 7.22 KIB C

Gambar 7.23 KIB D
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Gambar 7.24 KIB E

Gambar 7.25 KIB F
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Gambar 7.26 KIB G

Gambar 7.27 Rekap Buku Inventaris

C.	 Pemeliharaan
Modul ini digunakan untuk mencatat data aktivitas pemeliharaan 

aset tetap pemerintah daerah terdiri dari modul pelaksana dan transaksi 
serta kartu/buku/dokumen/laporan. 
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1.	 Langkah 1 
Klik tautan menu pembukuan kemudian scroll maka akan muncul 

modul pemeliharaan seperti di bawah ini (Gambar 7.28). Selanjutnya 
adalah pilih terlebih dahulu pelaksana dalam pemeliharaan (Gambar 7.29).

Gambar 7.28 Modul Pemeliharaan Aset Tetap

Gambar 7.29 Pelaksana Dalam PemeliharaanREA
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2.	 Langkah 2 
Klik tautan tombol add untuk mengisi data pelaksana pemeliharaan. 

Selanjutnya kembali ke Gambar 7.29 klik tautan transaksi untuk 
menambahkan transaksi pemeliharaan (gambar 7.30) sebelumnya harus 
ditambahkan kegiatan apa saja yang terkait pemeliharaan pada modul 
perencanaan.

Gambar 7.30 Transaksi

Gambar 7.31 Kartu Pemeliharaan
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D.	 Penyusutan dan Penyesuaian
Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi penyusutan aset 

tetap beserta penyesuaian yang merupakan koreksi seperti kekurangan/
kelebihan fisik dari aset tetap. Penyusutan ini dihitung berdasarkan nilai 
manfaat dari masing-masing aset dan nilai manfaat tersebut ditetapkan 
melalui kebijakan akuntansi. Modul ini terdiri dari pembukuan penyusutan 
yang di dalamnya memuat kebijakan akuntansi nilai manfaat dari aset 
tetap serta penyesuaian-penyesuaian bila perlu. Di samping itu, modul 
ini memuat Laporan Posisi BMD, Rekapitulasi Laporan Posisi BMD, 
Analisis Penyusutan Aset Tetap dan Analisis Terperinci Penyusutan Aset 
Tetap yang semuanya merupakan output dari pembukuan penyusutan 
dan penyesuaian.

Secara lebih jelas gambaran dari modul ini ditunjukkan oleh urutan 
gambar sebagai berikut.

Gambar 7.32 Modul Penyusutan dan Penyesuaian
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Gambar 7.33 Kebijakan Akuntansi

Gambar 7.34 Register PenyesuaianREA
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Gambar 7.35 Penyesuaian

Gambar 7.36 Laporan Posisi BMD
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Gambar 7.37 Rekapitulasi Posisi BMD

Data dan informasi yang ada pada dokumen ini pada tahap 
selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca aset.

Gambar 7.38 Analisa Penyusutan Aset TetapREA
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Gambar 7.39 Analisa Rinci Penyusutan Aset Tetap 

Gambar 7.38 dan Gambar 7.39 di atas pada tahap berikutnya 
digunakan dalam proses penjurnalan penyusutan beserta mutasi barang 
SKPD.
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Pembukuan BMD yang dilakukan pada modul pembukuan sebagai
mana dijelaskan sebelumnya akan menghasilkan output berupa kartu, 
buku, dokumen dan laporan seputar BMD yang diperlukan di dalam 
pengelolaan BMD yaitu secara lebih terperinci di dalam proses pembuatan 
kebijakan, penganggaran, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pe
ngawasan, penatausahaan dan pertanggung jawaban. Untuk memastikan 
kesahihan output tersebut, maka perlu penelusuran dan pengujian di 
lapangan yang juga sering disebut cek fisik, opname fisik, inventarisasi 
atau sensus yang di dalam buku ini dipakai istilah inventarisasi atau 
opname fisik saja.

Pengertian opname fisik adalah suatu kegiatan untuk melakukan 
penghitungan, pencatatan, pendaftaran dan penilaian terhadap semua 
BMN berdasarkan ketentuan yang berlaku. Opname fisik itu sendiri 
bertujuan untuk:
1.	 mendapatkan data barang sesuai realisasi yang sebenarnya;
2.	 melacak barang-barang yang keberadaannya tidak diketahui;
3.	 menciptakan tertib administrasi BMD;
4.	 mengetahui aset negara yang sebenarnya;
5.	 merencanakan penghapusan BMD.
6.	 Efektivitas dan efisiensi pengendalian dan pengawasan BMD. 

BAB VIII

Pengoperasian 
Modul Investarisasi
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Di dalam sistem, dukungan opname fisik ini terdapat pada modul 
inventarisasi yang teknis pengoperasiannya akan dijelaskan pada Bab 
8 ini. Pada modul inventarisasi ini, proses bisnis inventarisasi BMD ini 
dibagi ke dalam dua jenis inventarisasi, yang pertama adalah inventarisasi 
berdasarkan ruangan dan yang kedua adalah inventarisasi berdasarkan 
golongan aset.

A.	 Inventarisasi Berdasarkan Ruangan
Objek yang diinventarisasi pada inventarisasi jenis ini adalah BMD 

peralatan dan mesin (golongan B) dan dapat juga aset tetap lainnya 
(golongan E) bila dianggap perlu. Di dalam inventarisasi berdasarkan 
ruangan ini, data yang dimasukkan ke dalam sistem dan dipelihara 
di dalam sistem adalah data ruangan di setiap objek kuasa pengguna 
barang (KPB) atau Sub KPB, kemudian dilakukan inventarisasi untuk 
setiap ruangan di mana data barang dari hasil pembukuan golongan 
B didaftarkan ke ruangan terkait yang prosedurnya akan dijelaskan 
secara terperinci berikut ini.

Langkah 1
Klik tautan inventarisasi di kanan atas dan halaman modul inven

tarisasi dan akan tampil menu modul inventarisasi (Gambar 8.1).

Gambar 8.1 Modul Inventarisasi
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Langkah 2
Langkah selanjutnya, klik tautan ruangan (Gambar 8.2) dan daftar 

ruangan akan tampil (Gambar 8.3), selanjutnya tambahkan nama 
ruangan, klik tombol add di halaman tersebut dan kemudian pengguna 
dapat melengkapi nama ruangan, kode lokasi dan keterangan jika ada 
(Gambar 8.5) dan tombol save jika datanya telah dilengkapi.

Langkah 3
Klik tautan inventaris pada Gambar 8.1 dan daftar inventaris 

ruangan akan tampil (Gambar 8.2). Kemudian pilih nama ruangan 
sebagai contoh ruang server yang ada di sekretariat. Klik Tombol add 
apabila ingin menambahkan daftar barang yang akan ditempatkan di 
ruangan tersebut dan lengkapi data-datanya (Gambar 8.5), kemudian 
klik tombol save. Hasil akhir dari proses ini adalah Kartu Inventaris 
Ruangan (KIR) (Gambar 8.6)

Gambar 8.2 Ruangan pada Sub Unit Kerja
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Gambar 8.3 Form Ruangan

Gambar 8.4 Form Inventarisasi Ruangan
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Gambar 8.5 Inventaris Ruangan

Gambar 8.6 Kartu Inventaris Ruangan

B.	 Inventarisasi Berdasarkan Golongan
Inventarisasi jenis ini dilakukan untuk semua golongan aset dan 

pembagiannya, yaitu berdasarkan golongan masing-masing aset saja 
tanpa memperhatikan ruangannya. Penelusuran dan pengujian data 
aset dilakukan dengan membuka-buka daftar aset berdasarkan golongan 
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atau dapat juga dengan melakukan pencarian melalui kotak teks “Cari 
dan temukan” untuk mendapatkan aset yang dituju dan berikutnya 
dilakukan proses pengujian/pemeriksaan data sambil dimutakhirkan 
bila diperlukan. Data yang diperiksa dan dimutakhirkan dalam hal ini 
tidak hanya sebatas data pembukuan aset, tapi juga data koordinat 
aset dan data foto di mana gambaran jelasnya dapat dilihat dari 
prosedur berikut.

Langkah 1 
Klik tautan inventarisasi di kanan atas dan halaman modul inven

tarisasi (Gambar 8.1) akan tampil dan selanjutnya langsung klik tautan 
golongan aset A, B, C, D, E, F atau G (Gambar 8.1) dan sebagai 
contoh dalam hal ini digunakan golongan C (gedung dan bangunan), 
sedangkan untuk proses inventarisasi golongan aset yang lainnya dapat 
mencontoh prosedur tersebut karena kurang lebih sama.

Gambar 8.7 Inventarisasi Golongan C (Gedung dan Bangunan)

Langkah 2
Pilih aset yang akan diinventarisasi, sebagai contoh pilih gambar 

lokasi apabila ingin mengubah lokasi aset tersebut dan di sini pengguna 
dapat mengubah koordinat lokasi (Gambar 8.7), klik gambar kamera 
jika ingin melengkapi foto aset tersebut (Gambar 8.8) dan pilih folder 
jika ingin menambahkan riwayat aset terkait atau klik edit jika ingin 
memutakhirkan data aset terkait (Gambar 8.10).
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Gambar 8.8 Inventarisasi Golongan C Beserta Peta Lokasinya

Gambar 8.9 Inventarisasi Golongan C – Foto
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Gambar 8.10 Inventarisasi Golongan C – Data dan Informasi rinci

Fasilitas untuk mendokumentasikan foto-foto aset juga tersedia di 
dalam fitur Inventarisasi ini berupa album foto aset (Gambar 8.11) dan 
untuk menggunakannya dapat mengeklik link album.

Gambar 8.11 Album Foto – DirektoriREA
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Gambar 8.12 Album Foto – Close Up
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Pemerintah daerah harus membuat RPJMD sebagai penjabaran dari 
visi dan misi kepala daerah yang merupakan kompilasi dari rencana 
strategi (renstra) seluruh SKPD/unit kerja. Untuk lebih konkretnya, 
renstra (5 tahunan) tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam rencana 
kerja (Tahunan) SKPD/Unit kerja berupa program/kegiatan berikut 
indikator kinerja dan plafon anggaran. Sementara yang juga harus 
disusun adalah berdasarkan prioritas mengingat ketersediaan anggaran 
yang senantiasa terbatas yang disebut PPAS (Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara). Dari renstra dan rencana kerja (renja) tersebut 
dapat diketahui kebutuhan aset yang diperlukan untuk mendukung 
pelaksanaan rencana tersebut, setiap tahun pemerintah daerah harus 
membuat rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan (RKBMD 
pengadaan) untuk memenuhi kebutuhan aset tersebut serta RKBMD 
pemeliharaan. Di dalam penyusunan RKBMD, SKPD/unit kerja tentunya 
harus mempunyai data dan informasi yang akurat di dalam laporan BMD 
yang digunakan sebagai bahan untuk penelaahan sehingga diperoleh 
RKBMD yang optimal dan andal. 

 

BAB IX

Pengoperasian 
Modul Perencanaan

REA
DIN

G C
OPY

REA
DIN

G C
OPY



104	 Panduan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Barang E-KEUDA

A.	RKBMD Pengadaan
Dalam hal pengadaan aset baru, SKPD/unit kerja membuat RKBMD 

pengadaan di mana di dalamnya terdapat dokumen usulan RKBMD 
pengadaan yang memuat daftar usulan pengadaan aset baik jumlah 
usulan, jumlah maksimum, jumlah aset yang dapat dioptimalkan dan 
jumlah kebutuhan riilnya. Setelah itu, Usulan RKBMD pengadaan tersebut 
akan ditelaah di mana di dalam penelaahan data dan informasi di 
dalamnya harus diuji kebenarannya, selanjutnya diperiksa ketersediaan 
anggarannya sehingga pada akhirnya dapat kesimpulan berupa dokumen 
hasil penelaahan RKBMD yang di dalamnya sudah ada data jumlah 
usulan dan jumlah anggaran yang disetujui. 

Untuk menerapkan penyusunan RKBMD pengadaan melalui sistem 
dapat mengikuti prosedur sebagai berikut.

Langkah 1
Klik tautan perencanaan dan halaman inventarisasi akan tampil 

(Gambar 9.1).
Klik tautan perencanaan dan halaman inventarisasi akan tampil 

(gambar 9.1).

Gambar 9.1 Modul Perencanaan

Langkah 2
Pilih dan klik tautan golongan aset (A, B, C, D, atau E) seperti 

pada Gambar 9.1 dan dalam hal ini sebagai contoh adalah penyusunan 
RKBMD pengadaan golongan B (peralatan dan mesin) (Gambar 9.2), 
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sedangkan proses inventarisasi golongan aset yang lain prosedurnya 
kurang lebih sama dengan yang dicontohkan tersebut. Klik tombol 
add untuk membuat RKBMD pengadaan baru kemudian pilih jenis 
aset sebagai contoh komputer (Gambar 9.3) dan klik tombol save jika 
datanya sudah diisi lengkap.

Gambar 9.2 RKBMD Pengadaan Golongan B (Peralatan dan Mesin)

Gambar 9.3 Daftar RKBMD Pengadaan Golongan B (Peralatan dan Mesin)REA
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Gambar 9.4 Form RKBMD Pengadaan Golongan B (Peralatan dan Mesin)

Langkah 3
Lakukan analisis kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMD, klik 

tautan golongan B (peralatan dan mesin) (gambar 9.5) dan klik tombol 
add jika ingin menambahkan analisis baru atau klik nama barang jika 
ingin menganalisis daftar yang telah ada. Apabila halaman analisis telah 
tampil klik tombol save jika data telah diisi lengkap (Gambar 9.6).

Gambar 9.5 Register Analisis Kebutuhan BMD
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Gambar 9.6 Analisis Golongan B (Peralatan dan Mesin)

Gambar 9.7 Dokumen Usulan RKBMD PengadaanREA
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Gambar 9.8 Dokumen Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan

Gambar 9.9 Dokumen RKBMD PengadaanREA
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B.	 RKBMD Pemeliharaan
SKPD/unit kerja juga harus membuat RKBMD pemeliharaan yang 

di dalamnya terdapat dokumen usulan RKBMD pemeliharaan yang 
memuat daftar usulan barang yang akan dipelihara dan seberapa besar 
kebutuhan pemeliharaannya. Setelah itu, usulan RKBMD pemeliharaan 
tersebut akan ditelaah secara mendalam. Data dan informasi di dalamnya 
harus diuji kebenarannya, selanjutnya diperiksa ketersediaan anggarannya 
sehingga pada akhirnya didapat kesimpulan berupa dokumen hasil 
penelaahan RKBMD pemeliharaan yang di dalamnya terdapat jumlah 
dan harga yang disetujui. 

Untuk menerapkan penyusunan RKBMD pemeliharaan melalui 
sistem dapat mengikuti prosedur di dalam RKBMD pengadaan, klik 
RKBMD pemeliharaan dan seterusnya kemudian lakukan analisis dan 
klik tombol save. 

Gambar 9.10 Register RKBMD Pemeliharaan
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Gambar 9.11 Form RKBMD Pemeliharaan

Gambar 9.12 Register Analisis RKBMD Pemeliharaan
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Gambar 9.13 Analisis RKBMD Pemeliharaan

Gambar 9.14 Dokumen Usulan RKBMD PemeliharaanREA
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Gambar 9.15 Dokumen Penelaahan RKBMD Pemeliharaan

Gambar 9.16 Dokumen RKBMD Pemeliharaan
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Gambar 9.17 Register Program/Kegiatan

Gambar 9.18 Form Program/KegiatanREA
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Di dalam modul dokumen hanya terdapat seluruh output dari 
modul-modul yang lain yang membentuk sistem pelaporan. Proses 
penginputan dan pemeliharaan data tidak terjadi di dalam modul 
ini dan hanya terdapat tautan-tautan untuk membuka kartu, buku, 
dokumen dan laporan.

Susunan menu di dalam sistem pelaporan dikelompokkan menjadi 
tiga (3), yaitu: 1) inventaris, 2) perencanaan, dan 3) lain-lain. Gambaran 
jelas mengenai modul ini adalah dapat dilihat dari susunan menu 
modul dokumen (Gambar 10.1 dan Gambar 10.2).

Gambar 10.1 Susunan menu modul Dokumen

BAB X

Sistem Laporan
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Gambar 10.2 Lanjutan Susunan Menu Modul Dokumen
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Modul Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah – Barang Milik Daerah, 
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan 
Republik Indonesia.

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang 

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
https://www.nesabamedia.com/pengertian-Windows-server/
https://shintamursi.wordpress.com/2014/02/25/teknologi-web/
https://id.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
https://novayuliya18.wordpress.com/category/sistem-operasi-jaringan/

web-server-iis/
https://id.wikipedia.org/wiki/Penjelajah_web

Daftar Pustaka
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http://indahkurniati26.blogspot.com/2017/04/web-arsitektur.html
https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-html-dan-cara-kerjanya/
https://www.petanikode.com/xml-untuk-pemula/
https://www.it-jurnal.com/pengertian-xhtml/
https://tyapurnamasari12018133.wordpress.com/2013/05/18/pengertian-

asp-active-server-pages/
https://id.wikipedia.org/wiki/Javascript
https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-ajax/
https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-mysql/
https://www.w3schools.coml/
https://www.geeksforgeeks.org/xhtml-introduction/
https://menpan.go.id/site/berita-terkini/tingkatkan-indeks-spbe-melalui-

asistensi
https://knowledgehub.intelledox.com/docs/planning-for-deployment
http://kost-amsterdamsmg.blogspot.com/2018/10/paket-telkom-astinet-

astinet-lite.html
http://www.iconpln.co.id/product/iconweb/internet-corporate/
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Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau 
perolehan lainnya yang sah. Dalam akuntansi, termasuk dalam 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dengan PP 
No.71/2010, istilah barang disebut aset. Dengan demikian, dalam 
pelaporan barang di Neraca oleh SKPD dan Pemerintah daerah, 
istilah barang diganti dengan aset, yang terbagi ke dalam aset 
lancar, aset tetap dan aset lainnya.

Pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik 
daerah. Pelaksana fungsi koordinasi ini adalah Sekretaris Daerah, 
seperti halnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pembantu pengelola barang milik daerah adalah pejabat yang bertanggung 
jawab mengkoordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik 
daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.

Pengguna barang milik daerah adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan milik daerah. Pejabat ini melekat pada diri kepala SKPD, 
setara dengan posisi Pengguna Anggaran (PA). Selaku pengguna 
barang, kepala SKPD akan membuat laporan tentang perubahan 
dan nilai barang dalam bentuk laporan keuangan yang disebut 
Neraca SKPD.

Glosarium
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Kuasa pengguna barang milik daerah adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan milik daerah yang diberikan wewenang 
oleh pengguna barang milik daerah. Pejabat ini melekat pada diri 
kepala bagian, kepala bidang atau yang setara, setara dengan posisi 
kuasa pengguna anggaran (PA). Selaku kuasa pengguna barang,dapat 
membuat laporan tentang perubahan dan nilai barang dalam bentuk 
laporan keuangan yang disebut neraca SKPD.

Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas 
untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas 
untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada 
di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan perincian kebutuhan 
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang 
telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar 
dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

RKBMD/RKPBMD adalah rencana kebutuhan kebutuhan/pemeliharaan 
barang milik daerah (BMD) disusun dengan memperhatikan kebutuhan 
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan yang ada. 
Ketersediaan BMD merupakan BMD yang ada pada pengelola 
barang dan/atau pengguna barang.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan 
barang daerah dan jasa. Isu ini sangat penting dan telah diatur 
tersendiri dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengadaan 
Barang dan Jasa.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar 
semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap 
untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam 
nomenklatur Permendagri No.13/2006 tidak ada nama dan nomor 
rekening belanja pemeliharaan, karena “pemeliharaan” dianggap 
sebagai suatu aktivitas sehingga menjadi nama program atau 
kegiatan. Dalam Permendagri No.59/2007, istilah belanja pemeliharaan 
kemudian dimunculkan lagi.

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan 
barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan 
upaya hukum.
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Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa 
pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 
Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga pengguna barang (PB), 
di samping selaku pengguna anggaran (PA).

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam 
bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna 
serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status 
kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 
Dalam APBD, penerimaan sewa ini masuk ke dalam PAD sebagai 
lain-lain PAD yang sah. Yang boleh disewakan tentunya kekayaan 
daerah yang tidak dipisahkan.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah dalam 
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka 
waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh 
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 
penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber 
pembiayaan lainnya.

Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa 
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau 
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk 
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau 
sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa 
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau 
sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya 
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam 
jangka waktu tertentu yang disepakati.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari 
daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat 
yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa 
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pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi 
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Secara 
akuntansi, penghapusan dilakukan dengan mengkredit rekening 
aset dan mendebit ekuitas dana. Hal ini menyebabkan nilai Aset 
Tetap dan Ekuitas Dana dalam Neraca berkurang.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah 
sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, 
dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. 
Secara teknis ada cara lain, yakni dimusnahkan atau dihancurkan.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 
Penjualan atas aset yang tidak dipisahkan masuk ke dalam komponen 
pendapatan sebagai lain-lain pendapatan daerah.

Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan 
kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah 
daerah dengan pemerintah pusat, antarpemerintah daerah, atau 
antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima 
penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan 
nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah 
kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari 
pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 
Hibah tidak boleh dilakukan kepada SKPD atau bagian internal 
pemerintah daerah sendiri. Hibah dapat dilakukan untuk barang 
daerah yang sudah tidak terpakai lagi atau barang daerah yang 
masih baru, namun diniatkan untuk dihibahkan kepada pihak lain.

Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan 
barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal/saham daerah pada BUMN/D atau badan hukum 
lainnya. Dalam Format APBD saat ini, penyertaan modal dicantumkan 
pada komponen pengeluaran pembiayaan, sedangkan hasil dari 
penyertaan tersebut dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Jika penyertaan modal pemerintah daerah ini dijual, maka 
dianggarkan sebagai penerimaan pembiayaan dari penjualan aset 
yang dipisahkan.

REA
DIN

G C
OPY

REA
DIN

G C
OPY



	 Glosarium	 123

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan menghasilkan 
dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi 
dalam proses akuntansi.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan 
dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Inventarisasi 
berbeda dengan penilaian, karena tidak menyangkut penentuan 
besaran nilai aset yang akan dicantumkan dalam Neraca.

Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu untuk mencatat barang-
barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi 
data asal, volume, kapasitas, merek, type, nilai/harga dan data 
lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi 
maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum 
dihapuskan. KIB ini digolongkan ke dalam beberapa jenis aset yaitu 
Golongan A (tanah), golongan B (peralatan dan mesin), golongan 
C (gedung dan bangunan), golongan D (jalan, jaringan dan irigasi), 
golongan E (aset tetap lainnya), golongan F (konstruksi dalam 
pengerjaan) dan golongan G (aset lainnya)

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) adalah daftar nama barang-barang milik 
pemerintah daerah yang dibeli, dirawat dan dipertanggungjawabkan 
pengelolaannya kepada unit kerja tertentu. Penggolongan asetnya 
didasarkan pada ruangan di mana aset tersebut diletakkan.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan 
pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan 
metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik 
daerah. Untuk mengakui nilai aset dari hasil penilaian ini, secara 
akuntansi harus dilakukan penjurnalan dengan mendebit aset tetap 
dan mengkredit ekuitas dana.

Standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah adalah 
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, 
kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standardisasi. 
Standardisasi ini berkaitan dengan penyusunan SPM (standar 
pelayanan minimal) dan analisis standar belanja (ASB).

Standardisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, 
spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. Penetapan 
standar harga biasanya dalam bentuk Peraturan atau Keputusan 
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kepala daerah dan secara umum mencantumkan standar harga 
yang lebih tinggi dari harga pasar. Mengapa harga di standar 
harga pemerintah daerah bisa lebih besar dari harga pasar? 
Penyebabnya antara lain: pemerintah daerah tidak bertransaksi 
langsung dengan penjual barang, ada pajak yang dibebankan dan 
ada marjin (keuntungan) bagi pihak rekanan pemerintah daerah 
selaku penyedia barang dimaksud.
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